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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) Kondisi
perempuan korban KDRT yang ditangani P2TPA “Rekso Dyah Utami”. (2)
Bentuk pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami”. (3) Pelaksanaan
pemberdayaan perempuan korban KDRT di P2TPA “Rekso Dyah Utami”. (4)
Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan di
P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengelola, konselor, dan
perempuan korban KDRT. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara, dan studi dokumen. Teknik yang digunakan dalam analisis data
adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini
menggunakan metode triangulasi sumber untuk memperoleh keabsahan data.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kondisi perempuan korban KDRT
mengalami luka fisik, ketakutan, malu, dan trauma. (2) Bentuk pelayanan ada 5,
yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial,
pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. (3)
Pelaksanaan pemberdayaan terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap penyadaran,
tahap analisis masalah, tahap penentuan skala prioritas masalah, tahap mencari
penyelesaian masalah, tahap pelaksanaan tindakan nyata, dan tahap evaluasi. (4).
Faktor pendukung meliputi kerjasama yang baik antara pihak intern yaitu
pengelola dan konselor dan pihak ekstern yaitu rumah sakit dan kepolisian yang
berjejaring dengan P2TPA “Rekso Dyah Utami, dan pembiayaan yang cukup
memadai. Faktor penghambat meliputi korban yang kurang kooperatif;
keterbatasan konselor dalam segi jumlah dan waktu yang disediakan, serta sarana
dan prasarana di lembaga yang masih kurang memadai.
Kata Kunci: Pemberdayaan perempuan, KDRT, Pelayanan.
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WOMEN’S EMPOWERMENT OF THE VICTIM OF DOMESTIC
VIOLENCE AT INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMAN
AND CHILD “REKSO DYAH UTAMI” YOGYAKARTA
By:
Hikmah Nurbaeti
NIM 10102241015
ABSTRACT
The purpose of this research is to describe: (1) The condition of women
victims of domestic violence that handled by P2TPA "Rekso Dyah Utami". (2)
Form of service in P2TPA "Rekso Dyah Utami". (3) The implementation of
empowerment of women victims of domestic violence in P2TPA "Rekso Dyah
Utami". (4) Supporting and inhibiting factors for the implementation of women's
empowerment in P2TPA "Rekso Dyah Utami".
This research is descriptive research using qualitative approach. The
subjects of this research are managers, counselors, and women victims of
domestic violence. Data Collection did by observation, interview, and study
document. Techniques used in data analysis are data reduction, data display, and
conclusion. This research are uses the source triangulation method to obtain the
validity of the data.
The result of research showed: (1) The condition of women victims of
domestic violence suffered physical injury, fear, shame, and trauma. (2) There are
5 Form of service, namely complaint service, health service, social rehabilitation
service, legal aid service, and service of return and social reintegration. (3)The
Implementation of empowerment consists of several stages namely the stage of
awareness, the problem analysis phase, the stage of determining the priority scale
of the problem, the stage of finding a problem solving, the stage of
implementation of the real action, and evaluation phase. (4). Supporting factors
include good cooperation between internal parties, managers and counselors and
external parties are hospitals and police stations that networked with P2TPA
"Rekso Dyah Utami, and adequate funding. Inhibiting factors include less
cooperative victims; Limitations of counselors in terms of quantity and time
provided, and facilities and infrastructure in institutions that are still inadequate.
Keywords : Women’s empowerment, domestic violence, service.
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MOTTO
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(Terjemah Q.S. Ar-Ra’d : 11)
Sesungguhnya mereka itu (yang suka memukul istrinya) bukan orang yang baik di
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(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kekerasan merupakan masalah umum yang terjadi di seluruh dunia, baik
di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia
kekerasan dapat terjadi di lingkungan kota maupun lingkungan pedesaan.
Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Saraswati
dalam La Pona (2002: 6) mengatakan bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk
tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau
lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain.
Kekerasan dapat terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan
keluarga. Kekerasan dalam lingkup keluarga sering disebut dengan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23
tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.
Pada lingkungan keluarga, kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun baik
suami, istri, ataupun anak-anak. Namun dalam kenyataannya kekerasan dalam
rumah tangga lebih sering terjadi pada istri sebagai korban dengan suami sebagai
pelakunya. Hal ini bisa disebabkan karena faktor kekuasaan dan kekuatan yang
dimiliki suami. Ganjar Triadi (2005: 59) mengatakan, perempuan lebih berpotensi
menjadi korban KDRT dikarenakan persoalan-persoalan klasik, diantaranya :
21. Laki-laki secara fisik lebih kuat, karena itu tingkat agresivitasnya lebih
tinggi.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat, laki-laki sejak kanak-kanak
disosialisasikan untuk menggunakan kekuatan fisiknya. Sehingga ia tampil
sebagai sosok yang kuat dan berotot.
3. Budaya yang ada dalam masyarakat selama ini menempatkan dominasi
laki-laki terhadap perempuan.
4. Perempuan dibesarkan dan disosialisasikan untuk bersikap lemah lembut
dan banyak mengalah.
5. Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk menerima
penganiayaan dari orang tempat ia bergantung.
Tindakan kekerasan yang dialami oleh istri sering kali dianggap hal biasa
dan wajar dilakukan sehingga tidak banyak pihak yang ikut campur, disamping itu
juga dianggap masalah personal yang hanya melibatkan kedua belah pihak saja
bahkan ada yang menganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah aib keluarga
yang harus ditutupi. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moerti Hadiati
Soeroso (2010 : 35) yang menguraikan bahwa :
“Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap
perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan
tidak sepatutnya diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi
ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh
karena itu, tindakan kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga
dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi”.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang lebih sering
sering terjadi dibandingkan dengan kekerasan lainnya. Berdasarkan data yang
diperoleh dari P2TPA Rekso Dyah Utami, kasus kekerasan yang terjadi di
wilayah Yogyakarta pada tahun 2010-2014 menunjukan jumlah kekerasan seperti
pada tabel 1:
3Tabel 1. Kasus dan korban kekerasan yang ditangani oleh P2TPA “Rekso
Dyah Utami” Provinsi DIY tahun 2010 – 20014
Jenis Kekerasan Tahun Jumlah2010 2011 2012 2013 2014
Kekerasan thd istri 50 57 49 75 70 301
Kekerasan
terhadap anak 21 28 12 21 24
106
Perkosaan 8 1 8 4 4 25
Kekerasan dalam
pacaran 6 4 7 13 8
38
KDRT 30 31 56 20 11 148
Lain-laim 10 4 1 9 3 27
Jumlah 126 124 133 142 120
Sumber : Dokumen P2TPA “Rekso Dyah Utami”
Berdasarkan data di atas, memperlihatkan bahwa kaum perempuan di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta rentan terhadap tindak kekerasan dengan
jenis kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga. Tercatat Jumlah kasus
kekerasan terhadap istri yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 301
sepanjang tahun 2010-2014 dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2013.
Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah
tangga sudah berlangsung sejak lama dengan jumlah kasus terbanyak dibanding
dengan kasus kekerasan lainnya. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dari
pemerintah untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua lapisan
masyarakat maupun latar belakang pendidikan. Berdasarkan pemahaman sebagian
besar masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi pada keluarga
menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Namun pada
kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi pada keluarga yang
berkecukupan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
4penyebab kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menyangkut masalah
ekonomi dan rendahnya pendidikan, melainkan lebih pada budaya patriarki yang
masih begitu melekat di masyarakat, dimana laki-laki dianggap memiliki kontrol
dan kekuasaan yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan.
Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak serius bagi korban.
Dalam hal ini perempuan yang menjadi korban akan mengalami situasi yang tidak
berdaya, dimana mereka menderita sakit secara fisik maupun psikologis. Mereka
akan mengalami luka-luka seperti luka memar,luka berdarah, ataupun luka bakar.
Selain itu mereka juga akan mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran,
malu, bahkan sampai trauma. Kondisi ini sebagai akibat dari tindakan pasrah
mereka menerima kekerasan dari suami demi untuk menyelamatkan rumah
tangganya dari perceraian demi masa depan anak-anak. Romany Sihite (2006 :
239), berpendapat bahwa :
“Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditoleransi oleh perempuan
dan pada saat yang sama sejatinya mereka telah mengesampingkan hak-
hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga dan
masa depan anak-anak. Ketergantungan ekonomi sering membuat
perempuan dihadapkan pada keadaan dilematis dalam mengambil
keputusan.”
Menurut Ganjar Triadi (2005 : 58), secara umum kekerasan tak hanya
menyangkut kekerasan yang bersifat fisik tapi juga kekerasan emosional dan
seksual. Sementara sebagian besar masyarakat belum memahami masalah itu dan
hanya menganggap kekerasan fisik sebagai satu-satunya bentuk kekerasan.
Tindakan kekerasan sudah tidak lagi memandang waktu, tempat, dan keadaan.
Meskipun Undang-Undang nomor 23 tahum 2004 tentang Penghapusan
5Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah disahkan namun belum ada implementasi
yang luas dalam menindak lanjuti kasus-kasus KDRT.
Perempuan sebagai korban KDRT membutuhkan bantuan untuk memulihkan rasa
percaya dirinya, menguatkan mentalnya, dan menyembuhkan penderitaan baik
fisik maupun psikologisnya. Bantuan tersebut dapat dilakukan dengan langkah
pemberdayaan. Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment), berasal dari
kata ‘power’ yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (Edi Suharto, 2010 : 57).
Konsep tersebut mengandung arti bahwa pemberdayaan merupakan proses
pemberian kekuasaan dan kekuatan pada individu atau kelompok yang kurang
berdaya. Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (2001 : 12), pemberdayaan merupakan
suatu upaya atau proses untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan,
potensi, dan sumber daya agar mampu membela dirinya. Berkaitan dengan
masalah perempuan sebagai korban KDRT yang mengalami ketidakberdayaan,
maka pemberdayaan perempuan menjadi solusi yang sangat dibutuhkan oleh
perempuan korban KDRT untuk mengembalikan haknya sebagai seorang manusia
yang merdeka.
Pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk memberikan kekuatan
atau daya kepada perempuan yang tidak berdaya dengan tujuan untuk
meningkatkan perannya dalam rumah tangga dan masyarakat. Proses
pemberdayaan terhadap korban KDRT tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan
atau partisipasi masyarakat dan pemerintah. Namun saat ini belum banyak
ditemukan lembaga yang secara optimal menangani kasus kekerasan dalam rumah
tangga dan melakukan upaya pemberdayaan terhadap perempuan korban KDRT.
6Di DIY khususnya, hanya ada beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang
tersebut, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
“Rekso Dyah Utami”.
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”
merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dalam menangani secara
langsung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota
Yogyakarta. Sistem penanganan korban kekerasan dilakukan dengan
menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah Forum
Perlindungan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak (FPK2PA) di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Bentuk penanganannya berupa pelayanan yang meliputi
pelayanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan
bantuan hukum, dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
Pelayanan yang diberikan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” disesuaikan
dengan kebutuhan korban berdasarkan kasus kekerasan yang dialami. Jika
kekerasan yang terjadi cukup rumit dan parah maka tidak menutup kemungkinan
korban akan mendapatkan pelayanan secara menyeluruh mulai dari pelayanan
pengaduan sampai dengan pelayanan pemulangan dan reintergrasi sosilal. Tetapi
bila korban langsung menghendaki kasusnya di bawa ke ranah hukum, dari
pelayanan pengaduan bisa langsung diteruskan ke pelayanan bantuan hukum
untuk penyelesaian kasusnya. Namun dalam pelaksanaannya, P2TPA “Rekso
Dyah Utami” masih mengalami beberapa hambatan baik internal yaitu dari pihak
lembaga maupun eksternal yaitu dari pihak korban, sehingga proses pelayanan
yang diberikan belum berjalan secara optimal.
7Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai pemberdayaan perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso
Dyah Utami” untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan serta hambatan-
hambatan apa saja yang dialami.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas,
maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu :
1. Masih banyaknya tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan masih
dianggap wajar dilakukan oleh laki-laki..
2. Jenis kekerasan yang lebih banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT).
3. Masih melekatnya budaya patriarki dalam masyarakat sebagai salah satu
faktor penyebab terjadinya KDRT.
4. Perempuan korban KDRT mengalami dampak serius baik secara fisik maupun
psikis.
5. Masih terbatasnya lembaga yang secara optimal menangani kasus kekerasan
dalam rumah tangga dan melakukan upaya pemberdayaan terhadap
perempuan korban KDRT.
6. P2TPA “Rekso Dyah Utami” masih mengalami beberapa hambatan, sehingga
proses pelayanan yang diberikan belum berjalan secara optimal.
8C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya bahasan dalam penelitian ini, maka peneliti akan
membatasi penelitian ini pada aspek pemberdayaan perempuan korban KDRT di
P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana kondisi perempuan yang menjadi korban KDRT ?
2. Apa saja bentuk pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban KDRT di
P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
4. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan
pemberdayaan perempuan korban KDRT melalui program pelayanan di
P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan kondisi perempuan korban KDRT yang ditangani oleh
P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
2. Menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan yang ada di P2TPA “Rekso Dyah
Utami”.
3. Mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban KDRT di
P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
94. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan
pemberdayaan perempuan korban KDRT melalui program pelayanan di
P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
F. Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari dua
segi yaitu manfaat secara teori dan praktik.
1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
berikut :
a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan pada
civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta tentang penanganan
kasus KDRT melalui berbagai bentuk pelayanan. Selain itu hasil penelitian
ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan
khasanah keilmuan dan pengetahuan terutama di bidang Pendidikan Luar
Sekolah khususnya terkait dengan mata kuliah pemberdayaan perempuan.
b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi pijakan dan referensi mengenai
konsep pemberdayaan perempuan.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
berikut :
a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung
mengenai pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga yang di P2TPA “Rekso Dyah Utami” dan sebagai contoh langsung
penerapan ilmu yang terkait dengan mata kuliah Pemberdayaan
Perempuan.
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b. Bagi P2TPA “Rekso Dyah Utami”, mampu memberikan kontribusi positif
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi korban kekerasan
dalam rumah tangga sebagai salah satu upaya mewujudkan pemberdayaan
perempuan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Perempuan
a. Konsep Pemberdayaan
Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata
‘power’ yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (Edi Suharto, 2010: 57).
Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di katakan bahwa pemberdayaan
merupakan proses untuk memberikan kekuatan dan kemampuan dari pihak yang
memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya.
Menurut Kindervatter dalam Anwar (2007: 77) bahwa konsep
pemberdayaan (empowering) merupakan proses pemberian kekuatan atau daya
dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian,
dan kepekaan, warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik,
sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.
Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari
perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat (Onny S. Prijono
dan Pranarka 1996: 44). Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” yang
tidak dapat dilakukan secara instan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemberdayaan
merupakan proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat
yang memerlukan pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran, pemahaman dan
pengetahuan, ketrampilan, pemberian kemudahan-kemudahan, serta peluang
untuk mencapai akses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses
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pemberdayaan meliputi enabling menciptakan suasana kondusif, empower
penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, supporting dukungan dan
bimbingan, forestin memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang (Sri Kuntari
2009: 12),
Secara esensial pemberdayaan memiliki ciri-ciri :
1) Sebagai refleksi kepentingan emansipasi yang mendorong masyarakat
berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan
2) Pemberdayaan merupakan proses pelibatan diri individu atau masyarakat
dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga
mereka dapat berpartisipasi.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan
merupakan konsep yang mengarah pada proses menumbuhkan pemikiran
mengenai hal yang berkaitan dengan perubahan menuju kondisi yang lebih
berdaya dengan melaksanakan suatu pembaharuan yang bertujuan untuk
menciptakan kemandirian masyarakat.
Adanya proses pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu
mengembangkan potensi yang dimiliki dan mampu berperan aktif dalam
kehidupan bermasyarakat dan secara mandiri dapat mengambil keputusan-
keputusan dalam upaya pengembangan diri.
b. Pengertian Pemberdayaan Perempuan
Pandangan masyarakat yang menganggap kaum perempuan adalah
makhluk lemah dan tidak mampu bekerja sebagai mana kaum laki-laki
menyebabkan mereka kehilangan sebagian haknya. Mereka dianggap hanya
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mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Fenomena ini
menyebabkan ketidakadilan bagi kaum perempuan sehingga dibutuhkan suatu
upaya pemberdayaan perempuan untuk menjadikan mereka berdaya dan mampu
mengembangkan potensi diri sehingga dapat mengambil kembali hak-hak yang
tidak terpenuhi.
Menurut Hetty Sompie (1999: 4), pemberdayaan perempuan merupakan
upaya memberikan kekuatan, kemampuan, dan otoritas kepada perempuan agar
mampu mengemban status dan perannya dalam rumah tangga dan dalam
masyarakat. Perempuan yang masih dianggap lemah, tidak memiliki kekuasaan
cenderung tidak memilki kesempatan untuk memperoleh akses dalam segi
ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan
diharapkan mampu memberikan kemampuan kepada perempuan agar dapat
memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan potensinya.
Pemberdayaan dengan konsep kemampuan lebih memfokuskan pada kontrol
internal pada diri perempuan, bukan menjadikan perempuan lebih unggul dan
berkuasa dibanding laki-laki, melainkan untuk menjadikan perempuan lebih
berdaya dan bisa secara mandiri menentukan pilihan dalam berbagai aspek
kehidupan.
Dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan memerlukan peran serta
masyarakat agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Direktorat
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial (2011), menjelaskan bahwa
peran serta suatu masyarakat adalah suatu keadaan dimana individu, keluarga, dan
masyarakat ikut serta bertanggung jawab dalam kegiatan pemberdayaan
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perempuan, mereka akan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan baik secara
langsung maupun tidak langsung, sehingga akan tumbuh rasa memiliki terhadap
kegiatan tersebut, selanjutnya merawat dan memelihara keberlanjutan serta
keberlangsungannya. Peran serta masyarakat membutuhkan peran pemerintah
untuk menghapuskan kesenjangan, perbedaan, untuk mengoptimalkan,
memperkuat dan meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan
perempuan. Selain itu juga dibutuhkan peran tokoh masyarakat dan perorangan
yang bergerak dalam organisasi kemasyarakatan dan LSM yang dapat
menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan, memberikan motivasi dan
dukungan kepada kaum perempuan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan
perempuan merupakan upaya pemberian kekuatan dan dorongan kepada
perempuan agar dapat memanfaatkan kesempatan dalam mengembangkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat tanpa memiliki maksud agar perempuan menjadi lebih unggul atau
berkuasa dibanding kaum laki-laki. Proses pemberdayaan perempuan sangat
memerlukan peran pemerintah dan masyarakat dalam membantu terwujudnya
kegiatan pemberdayaan agar dapat mencapai tujuan yang di harapkan.
c. Tujuan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan pemberdayaan hakekatnya adalah untuk membentuk kemandirian
dalam hal ini adalah kemandirian perempuan dalam berfikir, bertindak, dan
mengambil pilihan serta keputusan yang harus dilakukan. Perempuan diharapkan
mampu membuktikan kepada masyarakat luas bahwa mereka memiliki
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kemampuan untuk berperan secara mandiri untuk menentukan pilihannya sendiri.
Hal ini sejalan dengan pendapat Ambar teguh S (2004: 80) terkait dengan tujuan
pemberdayaan secara umum yaitu pemberdayaan memiliki tujuan untuk
membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri.
Menurut Nafsiah (1997: 10), tujuan pemberdayaan perempuan adalah
untuk menantang ideologis patriarki, yaitu dominasi laki-laki dan perempuan,
mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi
gender dan ketidaksamaan sosial. Ideologis patriarki sangat merugikan kaum
perempuan, sebab dengan adanya pandangan tersebut kaum perempuan selalu
dianggap lemah, tidak memiliki kemampuan untuk berperan dalam aspek
kehidupan, sehingga mereka cenderung tidak mendapat kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kehidupan keluarga maupun sosial. Pemberdayaan
perempuan betujuan untuk menekan ideologis patriarki agar perempuan juga
memiliki kesempatan untuk berpatisipasi dalam berbagai aspek kehidupan
sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan
perempuan bertujuan demi kebaikan bersama, tidak hanya untuk kaum perempuan
saja,tetapi juga untuk kaum laki-laki dan masyarakat secara luas. Sebab
ketercapaian tujuan pemberdayaan perempuan akan berdampak pada
meningkatnya kualitas sumber daya manusia dimana laki-laki dan perempuan
dapat bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih
baik dan sejahtera.
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d. Tahap-Tahap Pemberdayaan
Proses pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan
membutuhkan waktu dan beberapa tahapan. Menurut Aziz dalam Alfitri (2011:
26), tahap-tahap pemberdayaan terdiri dari enam tahap yaitu :
1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya
2) Melakukan analisis terhadap permasalahannya
3) Menentukan skala prioritas
4) Mencari penyelesaian masalah yang dihadapi
5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi
6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan untuk dinilai
sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.
Sehubungan dengan pendapat di atas, Ambar Teguh S (2004: 83)
menyatakan bahwa tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui adalah sebagai
berikut :
1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan
peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri,
2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan,
ketrampilan agar tebuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar
sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan
sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk
mengantarkan pada kemandirian.
e. Masalah Perbedaan Gender
Perbedaan gender antara kaum laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak
menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun pada
kenyataanya perbedaan ini telah menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan baik
bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan.
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Menurut Riant Nugroho dalam buku yang berjudul Gender dan Strategi
Pengarus-utamaannya di Indonesia (2008: 9), ada beberapa bentuk ketidakadilan
gender, yaitu :
1) Marginalisasi
Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai
akibat dari proses marginalisasi yang disebabkan oleh berbagai kejadian
anatara lain : penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Bentuk
marginalisasi terhadap kaum perempuan juga terjadi dalam rumah tangga,
masyarakat atau kultur dan bahkan negara, jadi tidak hanya terjadi di tempat
pekerjaan. Di dalam rumah tangga, marginalisasi terhadap perempuan sudah
terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan
perempuan. Timbulnya proses marginalisasi ini juga diperkuat oleh tafsir
keagamaan maupun adat istiadat. Misalnya, pemberian hak waris di dalam
sebagian tafsir keagamaan untuk porsi laki-laki dan perempuan berbeda,
dimana pembagian hak waris untuk laki-laki lebih besar dari perempuan.
2) Subordinasi
Subordinasi merupakan Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi
yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan pada
posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa permpuan itu
emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin.
Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala
macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari
tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan
bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting
kaum perempuan. Misalnya adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah
dimana jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga)) dapat mengambil
keputusan sendiri sedangkan bagi istri harus mendapat izin suami.
3) Stereotipe
Stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok
atau jenis kelamin tertentu. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul
diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotipe ini
adalah bersumber dari pandangan gender yang banyak dilekatkan kepada
umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi,
memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, adanya keyakinan
di masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan
yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja sehingga
pekerja perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibanding laki-laki.
4) Kekerasan
Kekerasan merupakan invasi atau serangan terhadap fisik maupun integritas
mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu,
umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari
kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan hingga pada bentuk yang
lebih halus lagi seperti pelecehan. Kekerasan terhadap perempuan banyak
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sekali terjadi karena stereotipe gender. Pemerkosaan yang merupakan salah
bentuk kekerasan yang sering kali terjadi sebenarnya disebabkan bukan karena
unsur kecantikan melainkan karena kekuasaan dan stereotipe gender yang
dilekatkan kepada kaum perempuan.
5) Beban Kerja
Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola
rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja
domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Bahkan, bagi
kalangan keluarga miskin, beban yang harus ditanggung oleh perempuan
sangat berat apalagi jika si perempuan ini harus bekerja di luar sehingga harus
memikul beban kerja yang ganda. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki
tingkat ekonomi yang cukup, beban kerja domestik sering kali dilimpahkan
kepada pembantu rumah tangga. Dengan demikian sebenarnya kaum
perempuan ini merupakan korban dari bias gender di masyarakat. Beban kerja
yang diakibatkan dari bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan
disebabkan oleh adanya keyakinan/pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan
yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua
pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan
jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan lak-laki, dan dikategorikan
sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam
statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, berkaitan dengan
anggapan gender, sejak dini telah disosialaisasikan untuk menekuni peran
gender mereka. Di lain pihak kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural
untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah
memperkuat pelanggengan secara kultural dan struktural beban kerja kaum
perempuan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan
yang disebabkan perbedaan gender yang dialami oleh kaum perempuan yang
meliputi subordinasi, marginalisasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja dimana
hal tersebut menyebabkan posisi kaum perempuan menjadi tidak berdaya,
cenderung diremehkan oleh kaum laki-laki, dan sering mendapat diskriminasi.
2. Hakikat Kekerasan Dalam Rumah tangga
a. Pengertian Kekerasan
Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental
psikologis seseorang. Tindak kekerasan tersebut sumbernya bermacam-macam
salah satunya yaitu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan gender yang
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pada dasarnya di sebabkan oleh kekuasaan (Ridwan, 2006 : 29). Menurut Riant
Nugroho dalam bukunya yang berjudul Gender dan Strategi Pengarus-utamaanya
di Indonesia (2008 : 13) disebutkan bahwa :
“Violence (kekerasan) merupakan assault (invasi) atau serangan terhadap
fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan
terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari
perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan
pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus lagi, seperti; sexual
harassement (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan”.
Menurut Saraswati dalam La Pona (2002 : 6) kekerasan merupakan suatu
bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya peseorangan,
atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain.
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwa kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan yang
menyerang fisik atau integritas mental seseorang seperti pemukulan,
pemerkosaan, dan pelecehan, yang mengakibatkan korban menderita sakit fisik
maupun psikis dan tidak berdaya.
b. Kekerasan Terhadap Perempuan
Dalam kasus kekerasan, sering kali perempuan yang menjadi korban dan
hal ini merupakan hal yang lazim terjadi. Menurut Diarsi dalam La Pona (2002 :
9), kekerasan terhadap perempuan terjadi karena dipicu oleh relasi gender yang
timpang, yang diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antar jenis kelamin.,
yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Ketimpangan gender adalah perbedaan
peran dan hak perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang menempatkan
perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki.
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Menurut La Pona dkk (2002: 7), kekerasan terhadap perempuan
merupakan tindakan seorang laki-laki atau lebih yang mengerahkan kekuatan
tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual,
atau psikologis pada seorang perempuan yang didalamnya terdapat tindakan
berupa paksaan, ancaman, atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi
dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Menurut Ganjar Triadi (2005: 56)
kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan kepada
perempuan yang dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, dan
psikologis, dimana terjadi perampasan hak secara sewenang-wenang baik secara
publik maupun pribadi.
Pendapat lain dikemukakan oleh Dzuhayatin dan Yuarsi (2002 : 1) bahwa:
“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan yang
berbasis pada perbedaan jenis kelamin, yang berakibat pada penderitaan
perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk didalamnya
ancaman atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan
terhadap perempuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sewenang-wenang
oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dimana tindakan tersebut
menyebabkan penderitaan fisik, psikis, maupun seksual yang dapat terjadi dalam
kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.
c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Ganjar Triadi (55) yaitu setiap
tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan
perempuan secara psikologis, fisik, dan seksual, termasuk ancaman tindakan
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tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,baik
yang terjadi di depan umum, atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Dalam
Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :
“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga”.
Endang Kusuma Astuti (2009: 1), mengatakan bahwa kekerasan dalam
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang di dalam lingkup rumah
tangga yang meliputi suami, istri dan anak, orang yang mempunyai hubungan
keluarga dan orang yang berkerja membantu rumah tangga yang menetap dalam
rumah tangga itu yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam
rumah tangga merupakan tindakan yang mengandung unsur pemaksaan,
perampasan kemerdekaan, sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang
kepada orang lain, dalam hal ini adalah suami kepada istri atau sebaliknya yang
terjadi dalam lingkup keluarga.
d. Bentuk-Bentuk Kekerasan
Menurut Ridwan (2006: 58), bentuk-bentuk kekerasan dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu:
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1) Kekerasan Langsung
Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau
psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini
adalah semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan
penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu
masyarakat, penculikan, penganiayaan). Semua tindakan tersebut merupakan
tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni
hak untuk hidup.
2) Kekerasan tidak Langsung
Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia
bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan
hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat, dan institusi)
yang bertanggungjawab atas kekerasan tersebut.
3) Kekerasan Represif
Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan
hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Oleh karena itu
termasuk pelanggaran hak asasi manusia seperti mengekang kebebasan
martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia.
4) Kekerasan Alternatif
Kekerasan alternatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih
tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual.
Pentingnya memasukan hak-hak asasi manusia kedalam jenis kekerasan
alternatif ini adalah untuk menegaskan bahwa manusia juga membutuhkan
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pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non material, kepuasan kerja, terlibat dalam
kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan kasih sayang, rasa kepemilikan secara
sosial dan individu budaya.
Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 disebutkan bahwa bentuk-bentuk
kekerasan dalam rumah tangga ada 4 macam yaitu :
1) Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,
atau luka berat.
2) Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
3) Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan
pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
4) Penelantaran Rumah Tangga
Penelantaran rumah tangga adalah tindakan menelantarkan, tidak memberikan
kehidupan yang layak, yang seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki
kewajiban untuk merawat dan menjaga sehingga akan menimbulkan
penderitaan pada korban.
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Menurut Nursyahbani (2001 : 152), Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dapat
dibedakan menjadi 4 kategori yaitu :
1) Kekerasan fisik dapat berupa tindakan memukul/menampar, meludahi,
menjambak, menggunduli, menyundut rokok, dan lain-lain.
2) Kekerasan seksual dapat berupa tindakan memaksa hubungan seksual,
memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
3) Kekerasan psikologis dapat berupa tindakan menghina, berbicara kasar,
mengancam, memaksa, mengisolir istri dari dunia luar, dan lain-lain.
4) Kekerasan ekonomi dapat berupa tindakan tidak memberi uang belanja dan
memakai atau menghabiskan uang istri.
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa
bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari beberapa macam yang semuanya
menyebabkan korban dari tindakan kekerasan tersebut mengalami penderitaan
baik fisik maupun psikis, ketakutan, kehilangan hak-haknya sebagai manusia,
kehilangan rasa percaya diri, sehingga pada akhirnya membuat mereka menjadi
tidak berdaya.
e. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi
kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri).
Seorang suami dianggap berkuasa penuh sehingga berhak melakukan tindakan
apapun terhadap istri. Kondisi ini yang mendukung kekerasan terjadi dalam
lingkup rumah tangga. Emi Sutrisminah (2012: 4) mengatakan tindak kekerasan
terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa
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masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-
laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk
menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan
tersubordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi
jender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah,
sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat.
Menurut Ganjar Triadi (2005: 55), faktor penyebab terjadinya KDRT
adalah kondisi sosial budaya masyarakat kita yang cenderung menempatkan kaum
perempuan di bagian yang lemah dan salah. Di antaranya adalah :
1) Budaya adalah patriarkhi yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk
superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-
laki boleh menguasai perempuan.
3) Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka
memukul,biasanya akan meniru perilaku ayahnya.
Evi Tri Jayanthi (2009: 40), mengatakan penyebab terjadinya KDRT
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
1) Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami yang diketehui istri memicu
pertengkaran dalam rumah tangga sehingga berpeluang suami melakukan
kekerasan.
2) Ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
3) Budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih
dominan dqan berkuasa dibanding perempuan.
26
4) Campur tangan pihak ketiga.
5) Bermain judi yang seringkali mengalami kekalahan menjadikan istri sebagai
sasaran kekesalan suami.
Selain pendapat di atas, pendapat lain dikemukakan oleh Gusliana HB
(2010: 87), bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga antara
lain disebabkan :
1) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama dimana istri diharuskan patuh
kepada suami dan anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai istri..
2) Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil berupa sikap
temperamen suami.
3) Budaya partiarkhi, yaitu anggapan bahwa laki-laki dianggap superior dan
perempuan inferior.
4) Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang
sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab
terjadinya kekerasan adalah karena adanya faktor budaya patriarkhi yang
menganggap laki-laki adalah makhluk yang memiliki kekuasaan dan kekuatan
yang lebih dan menganggap perempuan adalah makhluk lemah, adanya peniruan
yang dilakukan anak terhadaporang taua yang suka melakukan kekeraasan, serta
kekerasan tersebut merupakan privasi sehingga pihak luar dilarang ikut campur.
f. Tahap-Tahap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut Ridwan (2006: 52), kekerasan dalam rumah tangga merupakan
perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dan memiliki pola yang khas yaitu,
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sumi isri yang terlibat dalam tindak kekerasan menganggap bahwa tindak KDRT
merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi dalam kehidupan berumah tangga.
Jika muncul konflik dan terjadi kekerasan, mereka masih memiliki cinta dan
harapan bahwa kekerasan akan reda. Dari perasaaan cinta dan dilandasi harapan
hubungan yang akan lebih baik ini, pihak korban memaafkan kesalahan pelaku,
maka akan muncul hubungan yang baru lagi sebagai bulan madu pasca konflik.
Kemudian lahir konflik baru dan terus akan sama pola dan caranya secara
berulang-ulang. Jika digambarkan menjadi bagan terlihat seperti pada gambar 1:
Gambar 1. Siklus kekerasan dalam rumah tangga
Menurut Michael Victory dalam Fatahillah (2011: 1), tahap kekerasan
dibagi menjadi 5 fase yaitu :
1) Fase permulaan
Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan, jika suami istri
tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak.
2) Fase kekerasan
Dalam fase ini laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (fisik,
psikologi, dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya.
3) Fase penyesalan
Dalam fase ini pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut
terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak akibat serius
perbuatannya.
4) Fase penebusan
Dalam fase ini pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan
janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila
langkah ini gagal, KDRT tetap berlanjut.
Kekerasan
Konflik Minta maaf
Bulan madu
Cinta
Harapan
Teror
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5) Fase bulan madu
Setelah KDRT terjadi, kedua pasangan kembali rujuk.
Serupa dengan pendapat Victory, Farha Ciciek (1999 : 30) menyebutkan
ada 3 tahapan tindak kekerasan yaitu :
1) Munculnya ketegangan
Ketegangan muncul disebabkan percekcokan terus menerus terkadang diikuti
dengan kekerasan “kecil”. Namun hal tersebut biasa dianggap bumbu
perkawinan, sehingga ketegangan demi ketegangan berlalu begitu saja.
Bahkan tanpa disadari oleh korban bahwa dirinya telah mengalami kekerasan
dari ucapan dan tindakan yang dilakukan suami.
2) Pemukulan akut
Ketegangan meningkat menjadi penganiayaan, bentuknya bisa berupa
tamparan, tendangan, cekikan, bantingan dan seringkali bahkan penyerangan
dengan senjata tajam atau senjata api.
3) Bulan madu yang semu
Dalam tahap ini suami seringkali menyesali tindakannya. Bentuknya bisa
rayuan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Bahkan tidak jarang suami
memperlihatkan sikap mesra yang berlebihan seperti memberikan hadiah
istimewa. Jika sudah demikian, biasanya istri akan luluh dan memaafkan
tindakan kekerasan yang dilakukan sang suami.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan memliki
tahap-tahap yang memiliki peluang untuk terus berulang. Hal ini terjadi karena
istri sebagai korban lebih mengandalkan perasaan sehingga selalu memaafkan
tindakan suami, namun sering kali suami tetap mengulang tindakan kekerasan.
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Tahap-tahap kekerasan dimulai munculnya konflik hingga terjadi kekerasan,
kemudian adanya penyesalan dari pihak pelaku yang diikuti pemberian maaf dari
pihak korban, kemudian hubungan kembali membaik dengan tanda bahwa pelaku
berjanji tidak akan mengulangi kembali.
g. Dampak Kekerasan terhadap Istri
Menurut Suhandjati (2004: 12-13), kekerasan terhadap perempuan
memiliki dampak jangka pendek (short term effect) atau jangka panjang (long
term effect). Dampak jangka pendek merupakan akibat spontan dari kekerasan
yang mengenai fisik korban, seperti luka-luka pada bagian tubuh akibat
perlawanan atau penganiayaan fisik. Adapun akibat psikis misalnya marah,
merasa berasa bersalah, malu, dan merasa terhina. Dampak jangka pendek ini
akan berkelanjutan jika tidak mendapat bantuan penanganan serius untuk
meningkatkan penderitaannya. Adapun dampak jangka panjang dapat berupa
sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki atau seks.
Kekerasan suami terhadap istri pada umumnya memiliki akibat yang
berkepanjangan dan sering terjadi secara berulang-ulang karena istri berusaha
memendam perasaannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pada
umumnya, istri tidak suka dengan status janda cerai karena memiliki dampak
sosial yang tidak menyenangkan. Karenanya, lebih banyak yang tetap bertahan
dalam ikatan perkawinan, walaupun hidup dalam kekerasan.
Adanya pergolakan batin antara penderitaan dengan keinginan untuk
mempertahankan rumah tangga itu menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri
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dan tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri, mengalami gangguan
fertilitas (kesuburan), serta gangguan siklus haid karena jiwanya tertekan.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan
kekerasan yang dilakukan memiliki dampak yang serius terhadap istri sebagai
korban. Selain dampak fisik seperti luka-luka, dampak psikis seperti ketakutan,
kekhawatiran, trauma, dan perasaan rendah diri. Dampak-dampak yang dialami
dari tindakan kekerasan merupakan bentuk dari ketidakberdayaan yang terjadi
pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pelayanan
a. Pengertian Pelayanan
Kata “Pelayanan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata
layan, yang berarti menolong menyediakan segala apa yang di perlukan orang
lain. Sedangkan istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S.
Moenir (2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani,
tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan
pengguna.”
b. Standar Pelayanan Minimal
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan, pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur
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kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan
penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial,
penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan dengan agar perempuan dan anak korban
kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.
SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan, meliputi layanan:
1) Pelayanan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak.
2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
4) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban
kekerasan.
5) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan.
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,
pelayanan terbagi menjadi 5 yaitu :
1) Bidang layanan pengaduan
Bidang layanan pengaduan memiliki tugas antara lain melakukan wawancara
dan observasi keadaan korban, membuat rekomendasi layanan lanjutan,
melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait, dan
melakukan administrasi proses pengaduan.
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2) Bidang layanan kesehatan
Bidang layanan kesehatan memiliki tugas antara lain melakukan pemeriksaan,
pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban, melakukan koordinasi
pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal, melakukan pemeriksaan
mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan
visum et repertu, melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium
terhadap barang bukti, melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau
melakukan rujukan, dan membuat laporan kasus.
3) Bidang layanan rehabilitasi sosial
Bidang layanan rehabilitasi sosial memiliki tugas antara lain melakukan
pendampingan selama proses penanganan kasus dan melakukan konseling.
4) Bidang layanan bantuan hukum
Bidang layanan bantuan hukum memilki tugas antara lain mendampingi dan
membela setiap proses pelayanan hukum dan membuat laporan perkembangan
penanganan hukum.
5) Bidang layanan pemulangan dan reintegrasi sosial
Bidang layanan pemulangan dan reintegrasi sosial memiliki tugas antara lain
melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban,
membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan
rehabilitasi sosial, dan melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan
setelah korban dipulangkan ke keluarganya.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) merupakan patokan kinerja layanan bidang terpadu
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dengan tujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan
pelayanan minimal yang dibutuhkan. Bentuk pelayanannya ada lima yaitu
pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial,
pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
B. Penelitian yang Relevan
Penelitian Brewi Asti dengan judul Pemberdayaan Perempuan oleh Rifka
Annisa WCC Yogyakarta (Upaya Penguatan Kemandirian Klien Pasca
Konsultasi). Penelitian yang dilakukan oleh Brewi Asti memaparkan tentang
kelembagaannya dan langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan Rifka
Annisa serta penguatannya pasca konsultasi. Penelitian tersebut lebih
mengedepankan penguatan bagi kliennya pasca konsultasi dan dengan penguatan
tersebut kliennya dapat aktif menyebarkan informasi seputar kekerasan terhadap
perempuan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan di P2TPA “Rekso
Dyah Utami” memaparkan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh P2TPA
“Rekso Dyah Utami”, namun lebih menekankan pada tahapan pemberdayaan serta
faktor pendukung dan penghambatnya.
Penelitian Novita Erna Nurmalasari dengan judul “Pemberdayaan
Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Feminis Oleh Sahabat Perempuan di
Kabupaten Magelang”. Penelitian tersebut memaparkan tentang bentuk dan
langkah-langkah pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan pengaruh
pemberdayaan yang dilakukan Sahabat Perempuan terhadap perempuan korban
KDRT. Selain itu juga mendeskripsikan tanggapan masyarakat sekitar terhadap
Sahabat Perempuan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan di P2TPA
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“Rekso Dyah Utami” mendeskripsikan mengenai proses pemberdayaan
perempuan korban KDRT di P2TPA “Rekso Dyah Utami” dan faktor pendukung
serta penghambat yang ada dalam proses pemberdayaan tersebut.
Penelitian Rodiyah dengan judul Model Pemberdayaan Kelompok Rentan
KDRT Berbasis Need Assesment dalam Perspektif Hukum. Penelitian tersebut
memaparkan tentang model pemberdayaan yang efektif dengan bekerjasama
secara sinergi antar komponen masyarakat dan pemerintah maupun organisasi
negara dalam proses pemberdayaan korban KDRT. Model pemberdayaan
dilakukan dengan life skill yang berbasis need assessment. Sedangkan dalam
penelitian yang akan dilakukan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” memfokuskan
pada pelaksanaan pemberdayaan dari awal, dimana korban yang secara fisik dan
psikis mengalami ketidakberdayaan, akan di upayakan untuk mengembalikan
kondisi menjadi lebih berdaya.
C. Kerangka Pikir
Kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai
korban masih banyak terjadi dalam kehidupan saat ini. Keluarga dengan latar
belakang apapun berpeluang untuk terjadi tindakan kekerasan. Jenis kekerasan
yang terjadi bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual,
maupun ekonomi. Sebagai perempuan yang selalu dianggap lemah dan tidak
memeiliki kekuasaan, laki-laki bisa dengan mudahnya melakukan tindakan
kekerasan tersebut.
Tindakan kekerasan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama
akan memberikan dampak kepada perempuan sebagai korban. Mereka menderita
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berbagai macam luka fisik mulai dari luka ringan sampai dengan luka yang parah.
Selain itu mereka akan merasa takut, tertekan, malu, bahkan trauma. Kondisi
perempuan yang tidak berdaya seperti ini membutuhkan bantuan pihak lain agar
mereka dapat terbebas dari kondisi saat ini. P2TPA “Rekso Dyah Utami” menjadi
salah satu lembaga yang bergerak dalam penanganan kasus kekerasan. Sistem
kegiatannya adalah dengan memberikan pelayanan. Pelayanannya antara lain
pelayanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan
bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dengan
pelayanan-pelayanan tersebut, P2TPA “Rekso Dyah Utami” mengupayakan untuk
membantu perempuan korban KDRT menjadi lebih berdaya dari kondisi
sebelumnya serta dapat memiliki kekuatan dan kemandirian.
Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka dibuatlah bagan kerangka
pikir seperti pada gambar 2:
Gambar 2. Kerangka Pikir
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perempuan tidak berdaya
P2TPA Rekso Dyah Utami
Pelaksanaan pemberdayaan melaui
program pelayanan
Bentuk pelayanan
Perempuan lebih
berdaya dan mandiri
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D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan diatas, dapat diambil
pertanyaan penelitian sebagai acuan dalam menjawab permasalahan yang ada.
Pertanyaan penelitian tersebut adalah :
1. Bagaimana kondisi korban KDRT ?
a. Apa saja bentuk KDRT ?
b. Apa faktor penyebab terjadinya KDRT ?
c. Bagaimana kondisi yang dialami perempuan korban KDRT ?
2. Apa saja bentuk pelayanan korban kekerasan di P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
a. Pelayanan pengaduan
b. Pelayanan kesehatan
c. Pelayanan rehabilitasi sosial
d. Pelayanan bantuan hukum
e. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
3. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan melalui program pelayanan di
P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan
perempuan korban KDRT melalui program pelayanan di P2TPA “Rekso
Dyah Utami” ?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur yang
digunakan dalam proses pengumpulan data. Pendekatan penelitian dapat pula
diartikan sebagai keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti
mulai dari perumusan masalah sampai dengan penarikan kesimpulan.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam Basrowi dan
Suwandi, (2008: 1) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perlakuan orang –
orang yang diamati. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan
angka-angka, melainkan mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan
data hasil penelitian melalui kata-kata.
Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong 2005: 3), ada beberapa jenis dalam
penelitian kualitatif yaitu etnografi, inkuiri, naturalistik, etnometodologi, ekologis,
dan studi kasus. Penelitian ini lebih spesifik diarahkan pada jenis penelitian
naturalistik, penelitian berlangsung pada kondisi alami tanpa adanya pemberian
pelakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang
diharapkan terjadi pada variabel. Hal ini serupa dengan pendapat Suharsimi
Arikunto (2005: 234), yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif tidak
dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa
adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.
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Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat
mengungkapkan fakta-fakta secara komprehensif tentang upaya pemberdayaan
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA “Rekso Dyah
Utami”.
B. Subjek Penelitian
Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan purposive
sampling. Menurut Sugiyono (2011: 54) purposive sampling adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Caranya yaitu dengan
mengambil orang-orang terpilih yang dipertimbangkan dapat memberikan
informasi atau data yang yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan informasi atau
data yang diperoleh dari sumber data sebelumnya, peneliti dapat menetapkan
sumber data atau subjek penelitian lainnya yang dipertimbangkan akan
memberikan data yang lebih lengkap.
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengelola,
konselor, dan perempuan korban KDRT yang ditangani oleh P2TPA “Rekso Dyah
Utami”.
C. Setting dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.
Penelitian ini dilaksanakan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” yang beralamat di Jl.
Balirejo no 29, Muja-muju, Yogyakarta.
Alasan dipilihnya P2TPA ”Rekso Dyah Utami” sebagai lokasi penelitian
adalah karena peneliti melihat adanya kegiatan pelayanan bagi perempuan korban
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KDRT yang dilakukan sebagai salah satu upaya pemberdayaan perempuan.
P2TPA ”Rekso Dyah Utami” adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertugas
menangani berbagai macam kasus kekerasan, salah satunya adalah kekerasan
dalam rumah tangga dengan korban perempuan dan anak. Dengan program kerja
berbentuk berbagai pelayanan diharapkan dapat membantu para korban yang
mengalami ketidakberdayaan agar memiliki kemampuan untuk membela diri dan
memberdayakan diri.
2. Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian di P2TPA ”Rekso Dyah Utami” dilaksanakan kurang
lebih selama 3 bulan, yaitu mulai tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal
5 Mei 2015.
D. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2011: 59), dalam pengumpulan data penelitian
kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.
Data-data dalam penelitian ini berupa informasi-informasi yang didapat dari
subjek penelitian yang didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan
perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang
diamati tidak terlalu besar (Sugiyono 2011 : 145). Teknik ini digunakan untuk
memeperoleh informasi yang tidak diungkapkan oleh informan dalam wawancara.
Data atau informasi yang diperoleh selanjutnya akan dituangkan ke dalam tulisan
40
atau dapat menggunakan alat-alat khusus seperti blanko, checklist, atau daftar
isian yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data terkait kegiatan yang
ada, fasilitas-fasilitas yang tersedia, serta jumlah pengelola dan konselor yang ada
di P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
2. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan
mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam. Wawancara terbagi menjadi tiga, yaitu
wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Penenelitian ini
menggunakan wawancara semi terstruktur (semistructure interview), dimana
dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur
namun tetap mengacu pada pedoman yang telah disusun. Tujuannya adalah untuk
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2011 : 233).
Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait
kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” dengan
menggunakan pengelola, konselor, dank lien sebagai responden.
3. Dokumentasi
Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 158) dokumentasi merupakan suatu
cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan – catatan penting yang
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berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang
lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Menurut Sugiyono (2011: 240),
dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu dan dapat berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang Dalam penggunaan
metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan dokumen yang
nyata dan ada sehingga data yang diperoleh mendukung keakuratan penelitian.
Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait profil,
fasilitas, dan data tentang proses kegiatan yang ada.
Tabel 2 Teknik Pengumpulan Data
No Aspek Sub Aspek Teknik Sumber Data
1 Lokasi Penelitian Sejarah berdiri Dokumentasi
Wawancara
Pengelola
Visi, misi, dan
tujuan
Dokumentasi
Wawancara
Pengelola
2 Kondisi
Perempuan
Korban KDRT
Jenis kekerasan Wawancara Konselor
Korban
Penyebab
KDRT
Wawancara Konselor
Korban
Kondisi korban wawancara Konselor
Pengelola
3 Bentuk
Pelayanan
Wawancara
Dokumentasi
Pengelola
Konselor
4 Pemberdayaan Pelaksanaan
pemberdayaan
Wawancara Pengelola
5 Faktor
pendukung dan
penghambat
Faktor
pendukung
Wawancara Pengelola
Konselor
Faktor
Penghambat
Wawancara Pengelola
Konselor
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E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri
sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011 : 244). Analisis bertujuan
menyederhanakan olahan hasil data kualitatif yang disusun secara terinci,
sistematis dan terus menerus melalui langkah – langkah:
1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
menyusun dengan lebih sistematis, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun sehingga
memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,hubungan
antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan
Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan telah dilakukan
semenjak penelitian dimulai. Penarikan kesimpulan dengan verifikasi yang
berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data-data sajian datanya.
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F. Keabsahan Data
Sugiyono (2011: 241) mengatakan, trianggulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Untuk memperoleh data yang
semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan
pengecekan melalui pengamatan, atau melakukan wawancara tentang hal yang
serupa kepada sumber lainnya
. Penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber, dilakukan dengan cara
menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian
tujuan dari trianggulasi adalah untuk membandingkan informasi tentang hal yang
sama sehingga ada jaminan kepercayaan dan menghindari subjektivitas dari
peneliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi Penelitian
a. Sejarah Berdirinya P2TPA “Rekso Dyah Utami”
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 Struktur Organisasi
Pemberdayaan Perempuan berada di Seksi Peranan Wanita pada Dinas Kesehatan
dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY setingkat eselon IV, dimana salah satu
tupoksinya adalah pemberdayaan perempuan. Dalam rangka meningkatkan
pemberdayaan perempuan yang berspektif gender, Kesetaraan dan Keadilan
Gender perlu diwujudkan dengan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam
semua program pembangunan. Untuk mengkoordinasikan dan mengsinergikan
program pemberdayaan perempuan maka dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan
Berperspektif Gender (TKPBG) dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 33/Tim/2002. TKPBG dibagi dalam 3 Pokja yakni Pokja I
Pengarusutamaan Gender, Pokja II Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan
Anak, dan Pokja III Perlindungan Perempuan dan Hak Anak
Tugas pokok Tim Koordinasi Pembangunan Berperspektif Gender
(TKPBG) adalah mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan
Pembangunan Berperspektif Gender dengan mengidentifikasi, mengantisipasi
permasalahan, mendorong, mengembangkan peran serta lembaga swasta dan
masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan LSM
dalam upaya pemberdayaan perempuan, serta melaksanakan evaluasi program,
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dan melaporkan hasil pelaksanaan program pemberdayaan perempuan kepada
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Diawali adanya keprihatinan dengan maraknya berbagai kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat, TKPBG melalui Pokja
III yang anggotanya dari LSM yaitu: LPA, SBPY, Yasanti, Rifka Annisa dan
LSPPA merespon gejala/permasalahan tersebut. Respon tersebut melahirkan
gagasan untuk meyelenggarakan rumah aman. Gagasan untuk mendirikan rumah
aman dilatarbelakangi oleh pengalaman, pengamatan, dan kebutuhan untuk
memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban
kekerasan yang berpengaruh pada menurunnya kualitas hidup perempuan dan
anak. Usukan tersebut mendapat respon positif dari TKPBG pada tahun
2003ditandaidengan disiapkannya sarana fisikberupa bangunan berbentuk rumah
dinas Kepala Kanwil Departemen Penerangan Provinsi DIY yang secara resmi
telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DIY. Bangunan tersebut
direncanakan akan difungsikan sebagai rumah aman bagi korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
Pada awal tahun 2004 secara intens dilakukan pembahasan oleh PokjaIII
bersama-sama dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP), dimana KPP
sendiri baru lahir pada bulan Februari 2004 dengan Perda Provinsi DIY Nomor 2
tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di
Linkungan Pemerintah Provinsi DIY, yang merupakan hasil evaluasi kelembagaan
dari Seksi Peranan Wanita setingkat eselon IV meningkat menjadi Kantor
Pemberdayaan Perempuan (KPP) setingkat eselon III, Hasil pembahasan
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disepakati bahwa pelayanan terhadap kekerasan perempuan dan anak akan
diselenggarakan secara terpadu dengan mekanisme pelayanan bagi korban secara
berjejaring yang melibatkan berbagai lembaga baik pemerintah, LSM, dan swasta
lainnya untuk bersinergi.
Pada tanggal 22 Mei 2004 dllaksanakan rapat kerja pembentukan forum
stakeholders penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dihadiri 35
orang peserta terdiri dari instansi terkait (antara lain Dinas Kesehatan, Sosial,
Pendidikan, Nakertrans), rumah sakit, aparat penegak hukum, organisasi
perempuan dan LSM. Hasil rapat kerja sepakat membentuk Forum Stakeholders
Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY dalam bentuk
rekomendasi.
Mengingat adanya kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan
perempuan dan anak yang diselenggarakan secara terpadu dengan mekanisme
layanan, maka gagasan membentuk rumah aman dikembangkan menjadi layanan
terpadu yang oleh GKR Hemas diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan
dan Anak “Rekso Dyah Utami” yang mempunyai makna menjaga keutamaan
perempuan dan mulai operasoinal pada bulan September 2004.
Agar memperoleh kepastian hukum, keberadaan Forum PK2PA ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 199 tahun 2004 tentang pembentukan
Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) provinsi
DIY dan P2TPA “Rekso Dyah Utami” dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor
132/Kep/2005 yang diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan RI pada
tanggal 26 Maret 2005. P2TPA “Rekso Dyah Utami” merupakan bagian dari
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FPK2PA. Dalam proses penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
dilakukan secara berjejaring dengan sistem rujukan.
b. Profil P2TPA “Rekso Dyah Utami”
P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan salah satu lembaga pemerintah
yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini
berada di bawah pengawasan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
(BPPM). P2TPA “Rekso Dyah Utami” yang beralamat di Jl. Balirejono No.29,
Muja-muju, Yogyakarta. Bangunannya berbatasan langsung dengan Perumahan
Timoho Asri di sebelah utaranya, TK Tunas Melati di sebelah baratnya, Wisma
Al-Baraqah di sebeah selatannya, dan perumahan penduduk di sebelah timurnya.
Sebagai sebuah lembaga yang telah berdiri sejak tahun 2004, P2TPA
“Rekso Dyah Utami” memiliki visi dan misi. Visinya adalah dengan adanya
P2TPA “Rekso Dyah Utami” dapat menjadi pusat pelayanan pratama
perlindungan perempuan dan anak. Hal ini mengingat karena masih sedikitnya
lembaga yang khusus menangani kasus kekerasan di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Selain misi tersebut P2TPA “Rekso Dyah Utami juga memiliki visi
yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
prosfessional, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung
kegiatan pelayanan bagi korban kekerasan, meningkatkan kualitas pelayanan yang
optimal, serta mampu meningkatkan patrisipasi masyarakat dalam pelayanan
terhadap korbann kekerasan.
Dalam mewujudkan visi dan misi, P2TPA “Rekso Dyah Utami” memiliki
tujuan yaitu memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan
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Keadilan Gender (KKG) melalui pengembangan berbagai pelayanan terpadu bagi
peningkatan kualitas hidup perempuan. Upayanya adalah dengan menyediakan
berbagai pelayanan yang bersahabat, menyediakan sarana dan prasarana dalam
mendukung kegiatan pelayanan, meningkatkan peran serta stake holder dalam
penyelenggaraan P2TPA, serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat
tentang keberadaan P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
Sebagai sebuah lembaga yang terorganisir, P2TPA “Rekso Dyah Utami”
memiliki sruktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 3. Struktur Organisasi
Direktur
GKR CK
Bendahara
SM
Bid. Layanan
Pengaduan
TA
Konselor
AR, EE, RS,
Ketua Pelaksana Bidang
TP
Sekretaris
ED
Bid. Layanan
Kesehatan
YL
Bid. Layanan
Reh. Sosial
KW
Bid. Layanan
Ban. Hukum
YS
Bid. Lay. Pemulangan
& Reintegrasi Sosial
ME
Konselor
WI,DP, DM
Konselor
RS, SE
Konselor
BS
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Sarana dan prasarana di P2TPA “Rekso Dyah Utami” sebagai pendukung
dan penunjang jalannya proses pelayanan antara lain :
Tabel 2. Sarana dan Prasarana
No Nama Barang Kondisi Jumlah
1 Ruang Konsultasi Baik 2
2 Kamar Rumah Aman Baik 5
3 Perpustakaan Baik 1
4 Ruang Pengasuh Baik 1
5 Komputer Baik 4
6 Printer Baik 1
7 Telepon Baik 2
8 Mobil Baik 2
P2TPA merupakan lembaga yang berjeraring dalam proses penanganan
kasus kekerasan. Instansi-instansi yang berjejaring dengan Rekso Dyah Utami
yaitu rumah sakit se DIY, Kepolisian Sekrtor (polsek), Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dan kantor polisi. Adapun jaringan-jaringan Rekso Dyah
Utami dibagi berdasarkan peran-perannya yaitu :
1) Peran Medis
a) Bapel, Jamkesos Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
b) RSU DR. Sardjito Yogyakarta
c) RSJ Grhasia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
d) RSU Kota Yogyakarta
e) RSUD Kab, Sleman
f) RSUD Kab. Bantul
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g) RSUD Kab. Kulon Progo
h) RSUD Kab. Gunung Kidul
i) RS Bethesda Yogyakarta
j) RS Panti Rapih Yogyakarta
k) RS PKU Muhammadiyah
l) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2) Peran Psikologis
a) Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta
b) Rifka Annisa Yogyakarta
c) Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA)
d) Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta
3) Peran Hukum
a) Kementrian Hukum dan HAM kanwil DIY
b) LBH Apik Yogyakarta
c) POLRI
d) Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
e) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY
f) Kejaksaan Tinggi DIY
4) Peran Sosial
a) Dinas Sosial DIY
b) Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan DIY
c) Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY
d) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta
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e) Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial DIY
5) Peran Ekonomi
a) DISNASKERTRANS DIY
b) Yayasan Anisa Swasti (Yasanti)
c) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DIY
d) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
2. Kondisi Perempuan Korban KDRT
a. Jenis KDRT yang dialami
Kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa jenis. Jenis
kekerasan dalam rumah tangga yang yang dialami oleh perempuan yang pernah
ditangani oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” juga ada beberapa jenis. Seperti yang
disampaikan oleh mbak DM selaku konselor sosial bahwa :
“ada kekerasan psikis, juga ada kekerasan fisik, terus ada kekerasan
ekonomi kayak nggak dikasih nafkah gitu sama suaminya mbak.”
Hal ini serupa dengan pernyataan dari ibu RS selaku konselor psikologi
adalah sebagai berikut :
“macam-macam ya mbak, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada
kekerasan ekonomi, ada kekerasan seksual.”
Ibu AN juga menguraikan lebih rinci mengenai jenis kekerasan dalam
rumah tangga yang pernah ditangani oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” yaitu :
“ya ada kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak. Lalu
ada kekerasan psikis seperti mengancam, menghina dengan kata-kata
kasar. ada juga kekerasan seksual, seperti istri yang dipaksa melakukan
hubungan dan menyakiti ketika melakukan hubungan. Serta ada kekerasan
ekonomi dimana istri tidak dinafkahi oleh suami atau dinafkahi tapi tidak
bisa mencukupi kebutuhan”.
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Ketiga pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan ibu IR selaku
korban KDRT yang pernah ditangani oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” yaitu :
“saya mengalami kekerasan fisik selama 10 tahunan mbak. Ditampar,
ditendang, diseret-seret. Habis itu diancam biar gak ngomong ke orang-
orang mbak. Suami saya itu temperamen.”
Ibu RU selaku korban juga menuturkan jenis kekerasan yang terjadi
padanya bahwa :
“selama bertahun-tahun saya tidak dinafkahi dengan nafkah yang sesuai
mbak, jadi mau nggak mau saya juga harus bekerja biar bisa beli beras.
Selain itu suami saya juga sering ngamuk-ngamuk pakai kata-kata kasar
mbak kalau pas makan menunya gak enak.”
Ibu SU juga menuturkan jenis kekerasan yang pernah dialaminya yaitu :
“saya dulu mengalami kekerasan fisik mbak, ditampar, dijambak, juga
dipisuhi pakai kata-kata kasar sama diancam biar jangan ngomong ke
orang-orang.”
Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kekerasan
dalam rumah tangga dengan perempuan sebagai korban yang pernah ditangani
oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” ada beberapa jenis yaitu, kekerasan fisik,
kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran.
Dan jenis kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan psikis dimana jenis
kekerasan tersebut dijadikan tameng oleh pelaku agar korban merasa takut
sehingga perbuatannya tidak akan dilaporkan kepada orang lain.
b. Penyebab terjadinya KDRT
Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara tiba-tiba
tanpa adanya penyebab. Pada kasus-kasus yang ditangani oleh P2TPA “Rekso
Dyah Utami”, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah
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tangga. Hal ini seperti disampaikan oleh bapak DP selaku konselor kerohanian
yaitu :
“kekerasan bisa terjadi karena kurangnya pemahaman agama mbak. Kalau
suami paham agama pasti tahu bagaimana memperlakukan istri dengan
baik. Ada juga karena budaya patriarkhi dimana suami merasa lebih
berkuasa dan berwenang dibanding perempuan mbak.”
Ibu SU selaku korban KDRT juga menuturkan penyebab kekerasan yang
terjadi padanya yaitu :
“suami saya dulunya nggak pernah mukul mbak, tapi sejak dia suka judi
dan mabuk-mabukan dia berubah jadi suka mukul sama ngomong kasar.”
Ibu IR juga menyampaikan penyebab KDRT yang pernah dialaminya
beberapa waktu lalu yaitu :
“karena sifat dasar suami saya mbak yang memang temperamen, beliau
memang tumbuh di kondisi keluarga yang juga keras, ayahnya suka main
tangan juga mbak sama istri dan anakanya. Mungkin karena itu juga suami
saya melakukan hal yang sama sama saya. Selain itu mungkin karena saya
juga nggak kerja ya jadi semua kebutuhan kan bergantung sama suami,
jadi suami merasa berhak melakukan apapun kepada saya.”
Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab
terjadinya KDRT yang menjadikan perempuan sebagai korban yaitu adanya
pemahaman agama dan lemahnya iman yang dimiliki oleh suami sebagai pelaku
dengan pemahaman agama yang kurang baik, suami kurang mengetahui
bagaimana memperlakukan istri dengan baik sebagaimana ajaran agama, selain itu
ada budaya patriarkhi yang menganggap laki-laki adalah makhluk yang kuat dan
berkuasa sedang perempuan adalah makhluk lemah yang tidak berdaya, penyebab
lain yaitu karena pengaruh orang tua yang melakukan kekerasan pada
keluarganya, sehingga anak pada akhirnya meniru tindakan tersebut.
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c. Kondisi perempuan korban KDRT
Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam jangka waktu yang
lama pasti akan memberikan dampak kepada istri sebagai korban kekerasan. Pada
kasus-kasus yang ditangani oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” dapat ditemukan
berbagai macam kondisi perempuan sebagai korban kekerasan. Kondisi yang
dialami adalah berupa ketakutan dan trauma, hal ini terjadi akibat kekerasan psikis
berupa ancaman terus menerus yang dilakukan pelaku sehingga korban semakin
tidak berdaya untuk melaporkan apa yang dialami kepada orang lain. Hal ini
serupa dengan yang disampaikan oleh mbak DM yaitu :
“kebanyakan merasa takut mbak, takut untuk melawan dan melapor ke
orang lain, malah ada juga yang sampai trauma karena saking lamanya
mengalami kekerasan dan juga karena diancam oleh suaminya mbak.”
Kondisi lain yang dialami adalah luka fisik seperti memar, berdarah,atau
luka bakar. Hal ini disebabkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku
dimana sering kali pelaku melakukan kekerasan dengan menampar, menendang,
menjambak, bahkan ada juga yang melukai dengan alat seperti kayu, tali, dan lain-
lain. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu AN bahwa :
“…ada yang mengalami luka-luka seperti memar-memar, lebam, berdarah
karena kekerasan fisik…”
Selain kondisi di atas, perempuan korban KDRT juga mengalami kondisi
malu untuk bersosialisasi dengan masyarakat, karena mereka menganggap bahwa
tindakan kekerasan yang dialami tidak boleh diketahui oleh orang lain demi untuk
menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat. Hal ini seperti yang
disampaikan oleh ibu RI bahwa :
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“…ada juga yang merasa malu jika diketahui oleh masyarakat, sebab dia
masih menganggap KDRT itu aib keluarga yang tidak boleh orang lain
tahu.”
Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi
perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bermacam-macam
sesuai dengan jenis kekerasan yang dialami. Kondisi tersebut antara lain yaitu
ketakutan, trauma, malu serta mengalami luka-luka fisik.
3. Bentuk Pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami”
Pelayanan yang diberikan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” terhadap
perempuan korban KDRT ada lima pelayanan, yaitu pelayanan pengaduan,
pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum,
serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Kelima bidang pelayanan
tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010.
Hal ini seperti yang disampaikan ibu TP selaku ketua pengelola bidang pelayanan
adalah sebagai berikut :
“sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010. Ada 5 bentuk pelayanan yaitu
yang pertama ada pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan
bantuan hukum, lalu ada pelayanan rehabilitasi sosial, terakhir ada
pelayanan pemulangan dan reintergrasi sosial.”
Pelayanan yang diberikan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” terhadap
perempuan korban KDRT ini memiliki tugasnya masing-masing. Di bidang
pelayanan pengaduan, korban bisa datang sendiri secara langsung atau bisa juga
ditemani oleh pihak dari lembaga masyarakat. Kemudian korban akan langsung
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diterima oleh pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami khususnya bidang pelayanan
pengaduan untuk dimintai data serta melaporkan kasus yang sedang dialami.
Pelayanan pengaduan merupakan pelayanan awal yang diberikan karena melalui
pelayanan ini akan ditemukan permasalahan yang ada untuk selanjutnya dilakukan
proses identifikasi kebutuhan korban. Hal ini seperti yang disampaikan ibu AN
selaku sekretaris P2TPA “Rekso Dyah Utami” adalah sebagai berikut :
“alur penanganannya bisa dimulai dari pihak korban yang melapor kesini
langsung, bisa juga korban melapor ke salah satu anggota forum atau mirta
masyarakat. Kemudian korban diterima bagian pelayanan pengaduan
untuk dimintai keterangan terkait kasusnya. Lalu pihak RDU melakukan
identifikasi kebutuhan sesuai dengan masalah yang ada. Setelah itu baru
nanti diteruskan ke bidang pelayanan lainnya untuk tahap penyelesaian
masalahnya mbak.
Setelah mendapat pelayanan awal di bagian pelayanan pengaduan, maka
korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, tidak semua korban
mendapatkan pelayanan kesehatan, hanya korban yang membutuhkan yang akan
mendapatkan pelayanan ini, seperti korban yang mengalami luka fisik akibat
kekerasan yang dialaminya. Di P2TPA “Rekso Dyah Utami” meskipun ada
layanan kesehatan tapi terkait dengan luka-luka fisik harus dirujuk ke rumah sakit
yang sudah tergabung dalam FPK2PA. Meskipun proses penanganannya
membutuhkan bantuan instansi lain, pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami” tetap
bertanggungjawab dan mendampingi proses pengobatan korban. Hal ini seperti
yang disampaikan oleh ibu TP sebagai berikut :
“…jika korban mengalami luka fisik langsung kita rujuk ke RS terdekat
mbak, karena kami juga memiliki jaringan kerja dengan RS di Jogja…”
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Pelayanan selanjutnya yaitu pelayanan rehabilitasi sosial. Dalam
pelayanan rehabilitasi sosial ini disediakan beberapa konselor, yaitu konselor
psikologi, konselor kerohanian, dan konselor sosial. Masing-masing konselor
akan melakukan pendekatan untuk menemukan masalah secara keseluruhan dan
kemudian akan membantu memecahkan masalahnya. Selain itu ada proses
pendampingan yang bimbingan. Konselor kerohanian akan melakukan bimbingan
untuk menguatkan spiritulanya sedangkan konselor sosial dan psikologi akan
melakukan pendampingan dan bimbingan untuk pemulihan psikis korban dari
kondisi traumatis melalui terapi psikososial. Meskipun masing-masing konselor
memiliki tugasnya sendiri-sendiri, tetap adanya saling keterkaitan satu sama lain.
Hal ini seperti yang disampaikan bapak DP selaku konselor kerohanian adalah
sebagai berikut :
“…untuk pelayanan rehabilitasi sosial itu terdiri dari konselor kerohanian,
konselor psikologi, dan konselor sosial, dimana ketiganya saling berkaitan
dengan tujuan untuk pemulihan psikis korban.”
Setelah melalui pelayanan sosial, jika korban memerlukan bantuan hukum
maka pelayanan bantuan hukum akan membantu dengan melakukan pendekatan
untuk mendapatkan informasi dari korban terkait masalah yang berhubungan
dengan hukum, memberikan penjelasan tentang posisi kasus yang terjadi
berdasarkan peraturan undang-undang. Jika kasusnya masih ringan maka konselor
hukum hanya akan memberikan konseling dan pendampingan untuk mengambil
penyelesaian secara damai atau kekeluargaan tanpa harus dibawa sampai ke
pengadilan. Dan apabila korban menghendaki kasusnya dibawa ke ranah hukum
karena kekerasan yang dialaminya sudah sangat berat, maka konselor hukum akan
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melakukan pendampingan pemeriksaan dan penuntutan dalam sidang pengadilan,
melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum agar proses peradilan
berjalan sesua sebagaimana mestinya. Hal ini seperti yang disampaikan ibu RI
selaku konselor hukum adalah sebagai berikut :
“proses penanganan melalui pelayanan bantuan hukum yaitu melakukan
konsultasi dengan korban dan memberikan penjelasan tentang posisi kasus
yang terjadi berdasarkan peraturan undang-undang, jika korban
mengharapkan kasusnya dibawa ke ranah hukum nanti akan dilakukan
pendampingan ditingkat pemeriksaan dan penuntutan dalam sidang
pengadilan.”
Setelah tahap pelayanan berupa pendekatan, konsultasi, bimbingan,
konseling, dan pendampingan selesai serta kasusnya sudah menemukan jalan
keluar dan dan solusinya maka tahap selanjutnya ada pelayanan pemulangan dan
reintegrasi sosial. Konselor sosial akan melakukan koordinasi dengan keluarga
dan pihak masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa korban akan merasa aman
dan dapat diterima oleh keluarga dan lingkungannya. Setelah korban dipulangkan,
konselor sosial juga akan melakukan monitoring atau pemantauan secara berkala
untuk benar-benar memastikan korban sudah aman dari kekerasan yang pernah
dialami sebelumnya. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh mbak DM
selaku konselor sosial yaitu :
“…saya sebagai konselor sosial juga melakukan koordinasi dengan
keluarga untuk proses pemulangan korban dan melakukan pemantauan
secara berkala.”
Selain itu, bagi korban yang kurang mampu dan belum memiliki
ketrampilan juga akan mendapatkan penguatan dalam segi ekonomi dimana
korban akan mendapatkan pelatihan ketrampilan sesuai dengan minat dan
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kemampuannya seperti ketrampilan memasak, menjahit, merajut, merias dan lain-
lain. Selain pemberian ketrampilan korban juga mendapatkan bantuan modal
sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian dari segi ekonomi.
Namun dalam proses pelatihannya, pihak P2TTPA “Rekso Dyah Utami”akan
bekerja sama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi yang
tergabung dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
(FPK2PA). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu AN yaitu :
“…selain proses di atas ada juga proses pasca pendampingan, yaitu korban
kita berikan pelatihan sesuai dengan ketrampilanya misal menjahit,
memasak, merias, yang nanti proses pasca pendampingan itu bekerja sama
dengan lembaga-lembaga lain. Tujuannya agar korban memiliki
kemandirian dari segi ekonomi.”
Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelayanan
korban kekerasan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” terdiri dari lima bentuk
pelayanan. Pertama, pelayanan pengaduan dimana pelayanan ini berkedudukan
sebagai pelayanan awal yang memiliki tugas menerima laporan atau aduan dari
korban kekerasan, mengidentifikasi kebutuhan untuk dapat menentukan pelayanan
selanjutnya yang dibutuhkan. Kedua, pelayanan kesehatan yang memiliki tugas
melakukan pemeriksaan pengobatan, dan pemulihan luka-luka fisik yang dialami
korban dan melakukan rujukan ke layanan kesehatan seperti rumah sakit. Ketiga,
pelayanan rehabilitasi sosial yang terdiri dari kerohanian, psikologi, dan sosial
dimana ketiganya memiliki tugas yang saling berkaitan yaitu melakukan
pendekatan, konsultasi, bimbingan, dan pendampingan untuk penguatan mental
spiritual dan pemulihan psikis korban dari kondisi traumatis melalui terapi
psikososial. Keempat, layanan bantuan hukum yang memiliki tugas memberikan
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konseling dan melakukan pendampingan penyelesaian kasus baik secara damai
dan kekeluargaan maupun secara hukum di lembaga peradilan. Kelima, pelayanan
pemulangan dan reintegrasi sosial yang memiliki tugas melakukan koordinasi
dengan keluarga dan pihak masyarakat dalam rangka mempersiapkan proses
pemulangan korban, melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan
korban benar-benar sudah aman dari tindakan kekerasan, menumbuhkan
kemandirian ekonomi dengan melakukan pelatihan dan bantuan modal usaha.
4. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di P2TPA
“Rekso Dyah Utami”
Pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban KDRT di P2TPA “Rekso
Dyah Utami” akan dilakukan secara bertahap. P2TPA “ReksoDyah Utami”
merupakan salah satu wadah bagi korban kekerasan yang bertujuan untuk
membantu korban kekerasan dalam menyelesaikan masalahnya dan
mengembalikan kondisi yang semula tidak berdaya sebagai dampak dari
kekerasan yang dialami menjadi lebih berdaya dan mandiri. Pelaksanaan
pemberdayaan perempuan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” terdiri dari beberapa
tahapan, seperti yang diungkapkan oleh ibu TP yaitu :
“untuk pelaksanaannya ada beberapa tahap ya mbak, mulai dari
penyadaran kepada korban bahwa tindakan kekerasan yang dia alami
selama ini dan ketidakberanian untuk segera melapor itu adalah tindakan
yang tidak tepat. Lalu ada tahap menganalisis masalah yang ada, seperti
awal mula yang menyebabkan terjadinya KDRT. Kemudian dari analisis
masalah yang sudah didapat nanti kita bisa membantu memecahkan
masalahnya yang nantinya akan ditangani oleh beberapa bidang pelayanan
yang sesuai dengan kebutuhan. Nah nanti di masing-masing bidang itu
akan dilakukan pendampingan dan konseling untuk mencari penyelesaian
masalah. Yang terakhir ada penguatan dari segi psikis atau juga dari segi
ekonomis jika memang korban membutuhkan.
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Menurut penuturan ibu TP, bahwa dalam proses pemberdayaan tahap
awalnya adalah dengan melakukan penyadaran bahwa selama ini korban secara
terus menerus telah mendapatkan perlakuan yang menyebabkan dirinya berada
dalam situasi yang tidak baik, dimana dirinya terus-terusan mengalami penindasan
yang berujung kepada ketidakberdayaan untuk melakukan perlawanan atau
pembelaan. Ibu AN juga menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda yaitu :
“pelaksanaannya kita harus mengembalikan hak-hak korban sebagaimana
mestinya, seperti mendapat perlindungan dan memperoleh kemanan.
Proses pendampingan untuk pemecahan dan penyelesaian masalah. Kalau
misal ditemukan permasalahan yang dianggap darurat dan memerlukan
penanganan khusus nanti pihak RDU bisa menghubungi instansi lain yang
tergabung dalam forum, misal rumah sakit dan kepolisian mbak. Lalu ada
proses konseling untuk penguatan psikis korban yang tadinya merasa
trauma, cemas, takut, dan pasrah agar bisa lebih kuat, berani, dan percaya
diri. Selain proses di atas ada juga proses pasca pendampingan, yaitu
korban kita berikan pelatihan sesuai dengan ketrampilanya misal menjahit,
memasak, merias, yang nanti proses pasca pendampingan itu bekerja sama
dengan lembaga-lembaga lain. Tujuannya agar korban memiliki
kemandirian dari segi ekonomi.”
Selain tahap penyadaran yang dilakukan seperti yang disampaikan ibu TP
sebelumnya, tahapan lain yang harus dilakukan menurut penuturan ibu AN adalah
dengan melakukan analisis guna memecahkan masalah, kemudian menentukan
permasalahan yang dianggap darurat dan segera memerlukann penanganan
khusus, dimana dalam kasus kekerasan masalah yang dianggap darurat adalah
masalah kondisi korban yang menderita luka-luka fisik serius yang harus segera
mendapat pertolongan. Pihak pelayanan pengaduan akan segera berkoordinasi
dengan rumah sakit yang agar dapat segera dilakukan rujukan.
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” tidak
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hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekerasan saja tetapi juga
mengembalikan kondisi korban yang semula tidak berdaya menjadi perempuan
yang lebih kuat, berani, dan percaya diri, serta memiliki kemandirian dalam segi
ekonomi. Selain itu diharapkan perempuan-perempuan korban KDRT yang telah
selesai mendapatkan pelayanan dan kembali di lingkungan masyarakat dapat
menjadi lebih bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitar dengan bekal
potensi dan ketrampilan yang mereka miliki.
5. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemberdayaan di P2TPA “Rekso Dyah
Utami”
Proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso
Dyah Utami” melalui program pelayanan dapat berjalan dengan lancar sesuai
dengan tujuan bersama karena adanya faktor pendukung.
Faktor pendukungnya yaitu adanya kerja sama yang baik dengan pihak
intern maupun pihak ekstern. Pihak intern yaitu pengelola dan konselor P2TPA
“Rekso Dyah Utami” sedangkan pihak ekstern yaitu instansi atau lembaga yang
berjejaring dengan P2TPA “Rekso Dyah Utami” yang tergabung dalam Forum
Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA). Seperti yang
disampaikan oleh mba DM bahwa :
“adanya kerjasama yang baik antar bidang pelayanan mbak. Jadi masing-
masing bidang kan saling terkait untuk menyelesaikan kasus korban. Nah
Alhamdulillahnya antar konselor disini saling membantu. Selain itu juga
dengan pihak-pihak luar seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga lain
yang menangani kekersan juga saling bekerja sama. Jadi dengan adanya
kerjasama itu yang akan memudahkan dalam penanganan kasus korban
mbak.”
Hal serupa diperkuat dengan ungkapan ibu TP yaitu :
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“ada forum yang bisa membantu untuk mengatasi masalah korban,
kemudian kerjasama yang baik antara masing-masing bidang, adanya
komitmen dari pengelola dan konselor untuk membantu menyelesaikan
kasus korban dengan sebaik mungkin...”
Selain dari faktor kerjasama yang baik, faktor pendukung lainnya adalah
dengan adanya pembiayaan yang mencukupi untuk kepentingan proses pelayanan.
Kegiatan pelayanan yang dilakukan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat. Sehingga bagi korban yang tidak mampu secara
ekonomi tidak perlu merasa takut sebab semua proses pelayanan dari awal sampai
akhir sama sekali tidak dipungut biaya. Bahkan bagi korban yang perlu mendapat
perawatan medis di rumah sakit pun seluruh biayanya sudah ditanggung oleh
BAPEL JAMKESOS. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu AN yaitu :
“faktor pendukungnya antara lain faktor anggaran, dalam proses kegiatan
pelayanan RDU didanai oleh APBD dan sumber dana lain yang sah dan
tidak mengikat. Lalu jika korban membutuhkan rujukan ke rumah sakit
atau kasusnya perlu dibawa ke pengadilan pasti membutuhkan biaya ya
mbak ya, nah untuk korban yang kurang mampu akan mendapat bantuan
dari BAPEL JAMKESOS.”
Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung
pelaksanaan pemberdayaan melalui program pelayanan yaitu adanya kerja sama
yang baik dari pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yang dimaksud yaitu
antar pengelola dengan bidang-bidang pelayanan mulai dari pelayanan pengaduan,
pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan
pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sedangkan pihak ekstern yang
dimaksud yaitu lembaga-lembaga yang tergabung dalam Forum Penanganan
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) seperti kepolisian, rumah
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sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, dan Yayasan. Dengan
adanya kerja sama yang baik ini maka akan mempermudah jalannya proses
pelayanan korban KDRT sehingga kasus yang ada dapat ditangani dengan tuntas.
Faktor pendukung yang kedua adalah adanya pembiayaan yang cukup memadai
dimana seluruh kegiatan pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat. Selain itu bagi korban yang tidak mampu jika
membutuhkan pengobatan dan perawatan di rumah sakit maka tidak perlu
membayar karena seluruh biaya pengobatan dan perawatan sudah ditanggung oleh
BAPEL JAMKESOS.
6. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan di P2TPA “Rekso Dyah
Utami”
Dalam setiap kegiatan selain ada faktor pendukung pasti juga ada faktor
penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain seperti yang
dipaparkan oleh ibu TP yaitu :
“kalau untuk hambatannya paling itu dari klien sendiri, misal sudah kita
bantu ini dan itu tapi terkadang tidak mau manut aturan disini. Misalnya
dia itu sudah kita beri kesempatan untuk bertemu dengan konselor untuk
konsultasi tapi kadang tidak didengarkan…”
Hal serupa juga disampaikan oleh ibu RI bahwa :
“banyak klien yang berbohong mbak. Kadang mereka memberikan
keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau bisa juga
memberikan keterangan yang berbelit-belit…”
Faktor korban yang kurang kooperatif dapat menghambat proses
pelayanan, sebab keterbukaan korban dalam memberikan informasi yang benar
adalah sebagai langkah awal keberhasilan proses pelayanan. Jika korban malah
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banyak yang berbelit-belit dalam memberikan informasi terlebih lagi ada yang
berbohong akan sangat menyulitkan pihak pengelola dan konselor untuk dapat
menyelesaikan kasus yang korban alami.
Selain faktor dari korban itu sendiri juga ada faktor lain yang menghambat
proses pelayanan. Faktor lainnya yaitu seperti yang disampaikan oleh bapak DP
yaitu :
“…keterbatasan konselor yang ada juga jadi faktor penghambat mbak,
karena kan kasus yang ditangani itu cukup banyak tapi konselor yang ada
disini hanya terbatas karena konselor disini juga sifatnya sebagai relawan
saja, terus juga keterbatasan waktu yang dimiliki para konselor mbak,
soalnya kan karena kita itu hanya sebagai relawan saja, jadi kebanyakan
dari kita ya waktunya dipakai untuk melakukan pekerjaan lain…”
Menurut penuturan bapak DP, faktor keterbatasan jumlah konselor
pelayanan dimana hanya terdapat beberapa konselor yang ada sedangkan kasus
yang masuk dan perlu untuk ditangani jumlahnya banyak.Selain itu keterbatasan
waktu yang dimiliki konselor dalam melakukan pelayanan juga menjadikan
hambatan tersendiri karena permasalahan tidak bisa ditangani dan diselesaikan
dengan cepat.
Faktor pengambat lainnya diungkapkan oleh ibu RI bahwa :
“…faktor keterbatasan sarana juga bisa menjadi penghambat mbak. Ruang
konsultasi yang hanya ada 2 jadi kadang kalau ada klien yang ingin
berkonsultasi harus bergantian. Selain itu juga sedikitnya ruangan di
rumah aman…”
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor
penghambatnya adalah korban yang kurang kooperatif, keterbatasan konselor
dalam segi jumlah dan waktu yang dimiliki konselor pelayanan, dan juga sarana
dan prasarana lembaga yang masih kurang memadai.
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B. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan metode wawancara,
observasi, dan dokumentasi mengenai pemberdayaan perempuan korban
kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta,
peneiti melakukan pembahasan sesuai dengan empat rumusan masalah yang telah
dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu :
1. Jenis KDRT yang dialami
Sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang penanganan
kekerasan terhadap perempuan, P2TPA “Rekso Dyah Utami” telah cukup banyak
menangani korban kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Jenis-
jenis kekerasan yang dilaporkan pun bermacam-macam. Jenis-jenis KDRT yang
dialami oleh perempuan sebagai korban yang pernah ditangani oleh P2TPA
“Rekso Dyah Utami” yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,
dan kekerasan ekonomi atau penelantaran. Hal ini sesuai dengan jenis kekerasan
dalam rumah tangga menurut Nursyahbani (2001: 152) yaitu (1) kekerasan fisik,
(2) kekerasan psikologis, (3) kekerasan seksual, dan (4) kekerasan ekonomi.
Kekerasan fisik yang dialami perempuan sebagai korban berupa
pemukulan dan penyiksaan, baik dengan menggunakan tangan maupun dengan
benda seperti kayu, tali, dan sabuk pinggang. Akibat dari kekerasan tersebut,
korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Luka-luka tersebut berupa
luka berdarah, luka lebam/memar, dan luka bakar. Petugas yang menangani awal
korban pada saat proses pendataan kasus sering menemukan bekas luka yang
sudah lama maupun yang masih baru, sehingga tidak jarang korban kekerasan
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fisik langsung dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis terlebih
dahulu.
Kekerasan psikis yang dialami korban berupa tindakan mengancam,
menghina, dan merendahkan dengan kata-kata kasar. akibat dari kekerasan
tersebut korban mengalami ketakutan, malu, tertekan, dan trauma.
Kekerasan seksual bentuknya berupa tindakan pemaksaan dalam hubungan
seksual, dimana suami sering kali tidak menghiraukan kondisi istri yang tidak
memungkinkan untuk melakukan aktivitas seksual. Bentuk lainnya berupa
aktivitas seksual dimana suami melakukan tindakan penyimpangan dengan
menyakiti istri yang bertujuan untuk kepuasan dirinya tanpa menghiraukan
kepuasan istri.
Kekerasan ekonomi yang dialami korban bentuknya berupa tindakan tidak
memberi nafkah yang sesuai oleh suami kepada istri, sehingga istri merasa
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Suami sering menuntut
istri untuk bisa menghidangkan makanan enak, namun uang belanja yang
diberikan jauh dari kata cukup.
Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani
oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” ada yang hanya mengalami satu jenis
kekerasan saja tapi juga ada yang mengalami beberapa jenis kekerasan sekaligus.
Berasarkan hasil wawancara dengan korban, seringkali kekerasan psikis menjadi
kekerasan yang kerap terjadi yang kemudian diikuti oleh jenis kekerasan lainnya.
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2. Penyebab Terjadinya KDRT pada Perempuan
Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak serta merta terjadi tanpa
adanya penyebab. Terlebih lagi kenyataan yang terjadi masih banyak ditemukan
korban kekerasan adalah perempuan. Berdasarkan hasil penelitian di P2TPA
“Rekso Dyah Utami” ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab
terjadinya KDRT pada perempuan, yaitu :
1) Melakukan Tindakan yang Melanggar Norma Sosial
Suami yang melakukan tindakan yang melanggar norma sosial seperti
melakukan judi dan mabuk-mabukan memicu terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga. Ketika suami sering bermain judi dan mengalami kekalahan
terus menerus akan menimbulkan kemarahan. Sering kali kemarahan ini
dilampiskan kepda orang terdekatnya yaitu kepada istri. Hal ini semakin
diperparah ketika suami juga mengonsumsi minuman beralkohol. Pada saat
dalam pengaruh minuman beralkohol, suami cenderung akan kehilangan
kendali terhadap emosinya, sehingga pada saat dia marah tanpa sadar dia
melakukan pemukulan terhadap istrinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Evi
Tri Jayanthi (2009: 40), bahwa bermain judi yang seringkali mengalami
kekalahan menjadikan istri sebagai sasaran kekesalan suami.
2) Sikap Temperamen Suami
Suami yang bertemperamen keras cenderung menanggapi permasalahan-
permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dengan emosional. Ketika istri
melakukan tindakan yang dianggap salah di mata suami, suami yang punya
temperamen keras akan lebih mudah marah dan emosi. Suami meluapkan
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kemarahan tersebut dengan melakukan kekerasan fisik atau mengeluarkan
kata-kata umpatan kepada istri sebagai wujud kekesalan dan kemarahannya
kepada istri yang dianggap salah. Sikap temperamen suami merupakan bagian
dari kategori penyebab terjadinya KDRT yang dikatakan oleh Gusliana HB
(2010: 87) bahwa kepribadian dan kondisi prikologis suami yang tidak stabil
menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT.
3) Peniruan Anak Laki-Laki yang Hidup Bersama Ayah yang suka Memukul
Seorang ayah yang suka melakukan kekerasan terhadap keluarganya
sangat berpeluang untuk ditiru oleh anak laki-lakinya. Hal ini disebabkan
karena hal tersebut dianggap biasa dilakukan oleh seorang laki-laki kepada
perempuan. Pada kasus yang ditangani oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami”
terdapat kasus kekerasan dimana suami memiliki latar belakang keluarga yang
rentan dengan kekerasan. Ayahnya sebagai pelaku kekerasan secara tidak
langsung mengajarkan kepadanya bahwa tindakan memukul, menampar, dan
lainnya adalah tindakan wajar yang dilakukan oleh kepala keluarga kepada
anggota keluarganya. Sehingga mengakibatkan ketika ia mempunyai keluarga
sendiri, ia juga melakukan tindakan tersebut kepada anggota keluarganya.
Faktor penyebab sesuai dengan pendapat Ganjar Triadi (2005: 55), yaitu salah
satu faktor penyebab terjadinya KDRT adalah adanya peniruan anak laki-laki
yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku
ayahnya.
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3. Kondisi Perempuan Korban KDRT
Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan memberikan
dampak yang serius bagi korban. Dampak tersebut dapat berupa dampak jangka
pendek maupun dampak jangka panjang. Hal ini sesuai dengan pendapat
Suhandjati (2004: 12) yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan
memiliki dampak jangka pendek (short term effect) dan dampak jangka panjang
(long term effect). Dampak yang terjadi juga bermacam-macam sesuai dengan
jenis kekerasan dan lamanya kekerasan yang dialami.
Pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami” pada saat melakukan penanganan awal
pada korban sering menemukan korban dengan kondisi luka-luka seperti luka
berdarah, luka memar, dan luka bakar. Kondisi tersebut disebabkan oleh
kekerasan yang menyerang fisik korban seperti menampar, memukul, menendang,
dan melukai dengan benda-benda. Selain itu korban juga mengalami penderitaan
psikis seperti ketakutan, tertekan, tauma dan malu yang disebabkan tekanan dan
ancaman terus menerus yang dilakukan pelaku kepada korban. Apabila kondisi
tersebut tidak mendapat penanganan yang serius untuk menyembuhkan
penderitaan korban, maka akan timbul dampak jangka panjang. Dampak jangka
panjang ini cenderung terkait pada psikis korban dimana korban menderita trauma
berat.
4. Bentuk Pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami”
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pelayanan berasal dari
kata layan, yang berarti menolong menyediakan segala apa yang di perlukan
orang lain. Dalam hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso
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Dyah Utami” dimana pelayanan yang mereka lakukan adalah untuk menolong dan
membantu korban kekerasan serta menyediakan segala apa yang dibutuhkan
korban dalam proses penyelesaian masalahnya.
Berdasarkan data hasil penelitian, pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah
Utami” memiliki lima bentuk pelayanan yaitu :
1) Pelayanan Pengaduan
Bidang pelayanan pengaduan merupakan langkah awal bagi korban
kekerasan untuk mendapatkan pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Di
bagian pelayanan pengaduan ini korban yang datang baik datang sendiri
maupun ditemani dengan keluarga, pamong desa maupun pihak yang lain
kemudian akan langsung dilayani oleh pihak P2TPA Rekso Dyah Utami.
Langkah pertama, korban akan diminta untuk mengisi data informasi kasus
yang ingin dilaporkan. Pengisian data dapat dilakukan sendiri oleh korban atau
bisa juga dibantu oleh pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Langkah
selanjutnya korban akan dimintai untuk menceritakan kronologis kekerasan
yang dialami. Berdasarkan data dan pengaduan dari korban, maka bidang
pelayanan pengaduan akan mengidentifikasi kebutuhan korban untuk
selanjutnya menentukan pelayanan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan
korban.
2) Pelayanan Kesehatan
Bagi korban yang mengalami kekerasan fisik sehingga mengakibatkan
luka-luka seperti memar, berdarah, terbakar, dan sebagainya, P2TPA “Rekso
Dyah Utami” menyediakan pelayanan kesehatan dimana pelayanan ini
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bertugas untuk memberikan pertolongan pertama bagi korban. Karena
biasanya korban kekerasan fisik yang pertama kali melapor pasti memiliki
luka-luka yang belum mendapatkan perawatan medis. Hal ini bisa disebabkan
karena korban malu jika memeriksakan lukanya maka orang lain akan tahu
kekerasan yang dia alami. Maka dari itu disinilah pentingnya pelayanan
kesehatan sebagai pertolongan awal bagi korban kekerasan khususnya
kekerasan fisik. Proses penanganannya juga tidak dilakukan langsung oleh
pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami” melainkan akan melakukan rujukan ke
rumah sakit yang tergabung dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan
Perempuan dan Anak (FPK2PA).
3) Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Pelayanan rehabilitasi sosial di P2TPA “Rekso Dyah Utami”terdiri dari
pelayanan kerohanian, pelayanan psikologi, dan pelayanan sosial. Ketiga
pelayanan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam proses
penyelesaian masalah korban. Konselor kerohanian akan melakukan
pendekatan untuk mengetahui kondisi spiritual korban dan pelaku tindak
kekerasan. Karena penyebab kekerasan salah satunya adalah karena lemahnya
spiritual dan pengetahuan tentang agama. Maka langkah selanjutnya adalah
dengan mengundang kedua belah pihak untuk diberikan konseling dan
bimbingan untuk menguatkan mental spiritual korban dan pelaku. Konselor
psikologi dan konselor sosial juga melakukan pendekatan untuk mengetahui
kondisi psikis dan sosial korban, apakah dia menderita trauma, ketakutan,
ketidakpercayadirian untuk bertemu orang lain. Langkah selanjutnya korban
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akan diberikan konseling dan pendampingan pemulihan psikis korban dari
kondisi traumatis melalui terapi psikososial.
4) Pelayanan Bantuan Hukum
Apabila korban membutuhkan pelayanan bantuan hukum maka pelayanan
bantuan hukum akan membantu dengan melakukan pendekatan untuk
mendapatkan informasi dari korban terkait masalah yang berhubungan dengan
hukum, memberikan penjelasan tentang posisi kasus yang terjadi berdasarkan
peraturan undang-undang. Pelayanan bantuan hukum juga bertugas untuk
melakukan mediasi antar kedua belah pihak dimana diharapkan kedua belah
pihak dapat menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan.
Namun jika korban mengendaki untuk membawa kasusnya ke ranah hukum
maka konselor hukum akan melakukan pendampingan pemeriksaan dan
penuntutan dalam sidang pengadilan, melakukan koordinasi dengan sesama
penegak hukum agar proses peradilan berjalan sesua sebagaimana mestinya.
5) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial merupakan pelayanan akhir
dari empat bentuk pelayanan yang dilakukan di P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
Setelah korban dapat menyelesaikan kasusnya maka saatnya bidang pelayanan
pemulangan dan reintegrasi sosial mempersiapkan pemulangan korban.
Konselor sosial akan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga, tokoh
masyarakat, dan masyarakat sekitar untuk mengkondisikan dan memastikan
bahwa korban akan merasa aman dan dapat diterima oleh keluarga dan
lingkungannya. Setelah melakukan koordinasi, korban dipulangakan dan
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dikembalikan kepada keluarganya. Setelah itu masih ada proses monitoring
atau pemantauan secara bertahap sekurang-kurangnya tiga bulan setelah
korban dipulangkan. Hal ini bertujuan untuk benar-benar memastikan korban
sudah aman dan tidak lagi mengalami tindakan kekerasan.
Bentuk-bentuk pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang
terdiri dari 5 bentuk pelayanan yaitu (1) pelayanan pengaduan/laporan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) pelayanan kesehatan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan, (3) pelayanan rehabilitasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan, (4) pelayanan penegakan dan bantuan
hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan (5) pelayanan
pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan.
5. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di P2TPA
“Rekso Dyah Utami”
Menurut Hetty Sompie (1999: 4), pemberdayaan perempuan merupakan
upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada perempuan agar mampu
mengemban status dan perannya dalam rumah tangga dan dalam masyarakat.
P2TPA “Rekso Dyah Utami” melalui program pelayanannya membantu
perempuan korban KDRT untuk dapat memiliki kekuatan, keberanian, dan
kemampuan membela diri dari penindasan melaui tindakan kekerasan. Tujuannya
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agar kaum laki-laki tidak lagi memandang lemah kaum perempuan sehingga
tindakan sewenang-wenang kepada kaum perempuan tidak lagi terjadi. Hal ini
sesuai dengan tujuan pemberdayaan perempuan menurut Nafsiah (1997: 10) yaitu
untuk menantang ideologis patriarki, yaitu dominasi laki-laki terhadap
perempuan, mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan
diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial, memberi kemungkinan bagi
perempuan untuk memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumber-sumber
material dan informasi.
P2TPA “Rekso Dyah Utami” melaksanakan pemberdayaan terhadap
perempuan korban KDRT melalui enam tahap yaitu:
1) Tahap penyadaran
Dalam tahap ini korban diberi pemahaman bahwa selama ini korban secara
terus menerus telah mendapatkan perlakuan yang menyebabkan dirinya berada
dalam situasi yang tidak baik, dimana dirinya terus menerus mengalami
pendindasan yang berujung pada ketidakberdayaan untuk melakukan
perlawanan atau pembelaan. Setelah dilakukan penyadaran, diharapkan korban
dapat lebih berani untuk menceritakan kasus kekerasan yang dialami, agar
mempermudah pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami” dalam membantu
menyelesaikan kasusnya.
2) Tahap analisis masalah
Setelah proses penyadaran maka tahap selanjutnya adalah menganalisis
masalah untuk dapat dicari penyelesaianya secara tepat dan cepat. Analisis
dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari korban baik secara
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tertulis maupun lisan. Selain itu korban juga dimintai pendapat dan
harapannya tentang kasus yang dialami agar dari pihak korban maupun
lembaga sama-sama bisa menemukan penyelesaian yang terbaik sesuai
harapan bersama. Dalam hal ini bidang pelayanan pengaduan yang bertugas
menganalisis untuk kemudian mengkoordinasikan dengan bidang pelayanan
lain yang dibutuhkan korban.
3) Tahap penentuan skala prioritas masalah
Dalam setiap masalah yang ada tentunya terdapat masalah-masalah yang
dinilai penting untuk segera ditangani dan diselesaikan. Pada tahap ini, pihak
P2TPA “Rekso Dyah Utami” akan menentukan masalah mana yang harus
diselesaikan terlebih dahulu. Terkait dengan masalah kekerasan, biasanya
masalah yang diprioritaskan untuk segera mendapatkan penanganan adalah
masalah kondisi korban yang mengalami luka fisik seperti memar, berdarah,
terbakar dan lain-lain, juga masalah kondisi psikis korban yang mengalami
trauma berat. Pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami” akan melakukan rujukan ke
rumah sakit untuk melakukan pertolongan awal terhadap korban. Hal ini
bertujuan agar kondisi korban cepat membaik dan dapat menyelesaikan
permasalahan lainnya.
4) Tahap mencari penyelesaian masalah
Berdasarkan analisis kebutuhan korban kekerasan yang sudah dilakukan
ditahap sebelumnya, maka tahap selanjutnya akan dilakukan bagaimana cara
menyelesaikan masalah. Dalam hal ini berupa koordinasi dengan bidang
pelayanan lain yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah
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maupun dengan pihak ekstern yaitu lembaga-lembaga yang tergabung dalam
FPK2PA.
5) Tahap pelaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah
Dalam proses pelayanan untuk menyelesaikan masalah, pihak P2TPA
“Rekso Dyah Utami” akan melakukan pendekatan, konseling, bimbingan, dan
pendampingan terhadap korban. Dan apabila dibutuhkan, pelaku dan keluarga
juga akan dihadirkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Proses ini
dilakukan bertahap sampai masalah yang dihadapi korban selesai.
6) Tahap evaluasi
Setelah tahap-tahap di atas selesai dilakukan hingga masalah korban pun
selesai, sampai pada proses korban kembali kepada keluarganya, maka pihak
P2TPA “ReksoDyah Utami” pun masih memilki tugas untuk memantau dan
memonitoring korban apakah proses pelayanan untuk menyelesaikan masalah
sudah berhasil atau belum. Biasanya konselor melakukan pemantauan dengan
sistem home visit yaitu berkunjung ke rumah korban untuk mengetahui
perkembangan korban setelah dipulangkan. Proses pemantauan dilakukan
sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan.
Tahapan-tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso
Dyah Utami” sesuai dengan yang dikemukakan oleh Aziz dalam Alfitri (2011: 26)
yaitu (1) tahap menemukan masalah, (2) tahap analisis masalah, (3) tahap
penentuan skala prioritas masalah, (4) tahap mencari penyelesaian masalah, (5)
tahap pelaksanaan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah, dan (6) tahap
evaluasi. Namun pada hasil penelitian dengan pendapat yang dikemukakan Aziz
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terdapat perbedaan dalam tahap awalnya. Pada penelitian ini tahap awal
merupakan tahap penyadaran.
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan melalui
Program Pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami”
a. Faktor Pendukung
Dalam setiap kegiatan tentu terdapat faktor pendukung yang dapat
membantu kelancaran dan kemudahan dalam proses kegiatan. Dalam kegiatan
pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” terdapat faktor-faktor pendukung
antara lain :
1) Adanya kerjasama yang baik antara pihak intern dan ekstern
Kerjasama yang baik antara pihak intern dan ekstern merupakan faktor
yang sangat mendukung jalannya proses pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah
Utami”. Pihak intern seperti pihak pelayanan pengaduan, pihak pelayanan
kesehatan, konselor kerohanian, konselor psikologi, konselor sosial, dan
konselor hukum. Sedangkan pihak ekstern yaitu instansi atau lembaga yang
berjejaring dengan P2TPA “Rekso Dyah Utami yang tergabung dalam Forum
Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA). Keduanya
dapat bekerjasama untuk melakukan penanganan korban dalam proses
penyelesaian masalah korban, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan
dengan baik.
2) Pembiayaan yang memadai
Keberhasilan proses kegiatan juga tidak lepas dari faktor biaya. Dalam proses
pelaksanaan program pelayanan, P2TPA “Rekso Dyah Utami” didanai oleh
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat. Sehingga bagi korban yang tidak mampu secara
ekonomi tidak perlu merasa takut sebab semua proses pelayanan dari awal
sampai akhir sama sekali tidak dipungut biaya. Bahkan bagi korban yang perlu
mendapat perawatan medis di rumah sakit pun seluruh biayanya sudah
ditanggung oleh BAPEL JAMKESOS.
b. Faktor Penghambat
Selain faktor pendukung, dalam setiap kegiatan juga memiliki faktor yang
dapat menghambat jalannya suatu kegiatan. Adapun faktor penghambat dalam
pelaksanaan pemberdayaan melalui program pelayanan antara lain :
1) Korban yang kurang kooperatif
Keberhasilan proses pelayanan dalam rangka penyelesaian masalaha yang
terkait dengan kekerasan sangat ditentukan oleh kerjasama korban. Korban
hendaknya bisa memberikan informasi secara menyeluruh dan benar sehingga
pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami” juga tidak mengalami kesulitan dalam
proses analaisi kebutuhan untuk menentukan pelayanan lanjutan yang
dibutuhkan.
2) Keterbatasan konselor dalam segi jumlah dan waktu
Konselor yang tersedia untuk membantu proses penyelesaian masalah
masih terbatas sehingga menyebabkan kasus-kasus yang ditangani mengalami
kendala untuk diselesaikan dengan cepat.
Dalam menangani suatu kasus kekerasan khusunya KDRT membutuhkan
jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pada berat ringannya kasus. Akan
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tetapi yang menjadi kendala di sini adalah waktu yang dimiliki oleh
khususnya para konselor yang ada. Sebab, masing-masing konselor memiliki
pekerjaan yang lain, karena disini konselor sifatnya hanya sebagai relawan,
sehingga waktu yang disediakan juga terbatas.
3) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai
Ruang konsultasi dan ruangan di rumah aman yang masih sedikit
jumlahnya juga menjadi kendala dalam proses pelayanan bagi korban
kekerasan. Hal ini terjadi karena ruang konsultasi dan rumah aman yang
tersedia tidak sebanding dengan jumlah korban yang ditangani oleh P2TPA
“Rekso Dyah Utami”.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,
maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kondisi perempuan korban KDRT yang ditangani di P2TPA “Rekso Dyah
Utami mengalami jenis kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,
kekerasan dan ekonomi. Penyebab terjadinya KDRT adalah melakukan
tindakan yang melanggar norma sosial, sikap temperamen suami, dan peniruan
anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul. Dampak KDRT
yang dialami perempuan meliputi dampak jangka pendek seperti luka fisik,
takut, malu, dan dampak jangka panjang seperti trauma berat.
2. Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” ada lima
yaitu :
a. Pelayanan pengaduan yang bertugas menerima pengaduan kasus kekerasan
dan melakukan analisis kebutuhan.
b. Pelayanan medis yang betugas menangani korban yang memerlukan
perawatan secara medis.
c. Pelayanan rehabilitasi sosial yang bertugas mendampingi dan
mengkonseling korban dari segi kerohanian, psikologi, dan sosial.
d. Pelayanan bantuan hukum bertugas mendampingi dan melayani korban
yang memerlukan bantuan secara hukum.
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e. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial yang bertugas
mengkonsisikan dan memantau kondisi korban paska kasusnya selesai
ditangani.
3. Pelaksanaan Pemberdayaan melalui Program Pelayanan dilakukan dengan
tahap-tahap sebagai berikut :
a. Tahap peyadaran dengan cara memberi pemahaman kepada korban bahwa
selama ini korban secara terus menerus telah mendapatakan tindakan
kekerasan yang berakibat dirinya menjadi tidak berdaya.
b. Tahap analisis masalah untuk dapat dicari penyelesaianya secara tepat dan
cepat. Setelah proses analisis selesai kemudian mengkoordinasikan dengan
bidang pelayanan lain yang dibutuhkan korban.
c. Tahap penentuan skala prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih
dahulu. Terkait dengan masalah kekerasan, biasanya masalah yang
diprioritaskan untuk segera mendapatkan penanganan adalah masalah
kondisi korban yang mengalami luka fisik seperti memar, berdarah,
terbakar dan lain-lain, juga masalah kondisi psikis korban yang mengalami
trauma berat. Pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami” akan melakukan rujukan
ke rumah sakit untuk melakukan pertolongan awal terhadap korban. Hal
ini bertujuan agar kondisi korban cepat membaik dan dapat menyelesaikan
permasalahan lainnya.
d. Tahap mencari penyelesaian masalah berupa koordinasi dengan bidang
pelayanan lain yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah
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maupun dengan pihak ekstern yaitu lembaga-lembaga yang tergabung
dalam FPK2PA.
e. Tahap pelaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah dengan
melakukan pendekatan, konseling, bimbingan, dan pendampingan
terhadap korban. Proses ini dilakukan bertahap sampai masalah yang
dihadapi korban selesai.
f. Tahap evaluasi dengan memantau dan memonitoring korban apakah
proses pelayanan untuk menyelesaikan masalah sudah berhasil atau belum.
Biasanya konselor melakukan pemantauan dengan sistem home visit yaitu
berkunjung ke rumah korban untuk mengetahui perkembangan korban
setelah dipulangkan. Proses pemantauan dilakukan sekurang-kurangnya
tiga bulan setelah korban dipulangkan.
4. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui program
pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” yaitu 1) kerjasama yang baik antara
pihak intern dan ekstern; 2) pembiayaan yang cukup memadai. Sedangkan
faktor penghambatnya antara lain yaitu : 1) korban yang kurang kooperatif; 2)
keterbatasan konselor dalam segi jumlah dan waktu yang disediakan; 3) sarana
dan prasarana yang masih kurang memadai.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian terhadap pemberdayaan perempuan korban
KDRT melalui program pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” maka
dapat diajukan saran sebagai berikut :
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1. Berusaha menjalin komunikasi yang dapat memberikan kenyamanan kepada
korban sehingga korban lebih mudah untuk memberikan informasi secara
terbuka kepada pihak P2TPA “Rekso Dyah Utami”
2. Menambah jumlah konselor sehingga setiap kasus kekerasan yang masuk bisa
ditangani dan dilayani dengan baik.
3. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia, dan
menambah sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan jika lembaga
memiliki anggaran dana lebih.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
PEDOMAN OBSERVASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KDRT MELALUI
PROGRAM PELAYANAN DI P2TPA “REKSO DYAH UTAMI”
Observasi ke :
Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :
Aspek yang diamati Deskripsi
1.Lokasi dan Keadaan Penelitian
a. Letak Geografis dan Alamat
b. Kondisi Bangunan
2. Kondisi Fisik Organisasi
a. Visi dan Misi
b. Struktur Organisasi
c. Tugas dan Fungsi
d. Sarana dan Prasarana
e. Fasilitas Lembaga
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Lampiran 2
PEDOMAN DOKUMENTASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KDRT MELALUI
PROGRAM PELAYANAN DI P2TPA “REKSO DYAH UTAMI”
1. Melalui Dokumen Tertulis
a) Profil P2TPA “Rekso Dyah Utami”
b) Sejarah berdirinya P2TPA “Rekso Dyah Utami”
c) Visi dan misi berdirinya P2TPA “Rekso Dyah Utami”
d) Arsip data pengelola dan klien P2TPA “Rekso Dyah Utami”
e) Program kerja P2TPA “Rekso Dyah Utami”
2. Melalui Foto
a) Gedung atau fisik P2TPA “Rekso Dyah Utami”
b) Fasilitas yang dimiliki P2TPA “Rekso Dyah Utami”
c) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program pelayanan di
P2TPA “Rekso Dyah Utami”
91
Lampiran 3
PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK PENGELOLA P2TPA “REKSO DYAH UTAMI”
I. Identitas Diri
- Nama : ( L / P )
- Usia :
- Alamat Asal :
- Pendidikan Terakhir :
- Jabatan :
- Waktu Wawancara :
- Tempat Wawancara :
II. Daftar pertanyaan
1. Bagaimana sejarah berdirinya P2TPA “Rekso Dyah Utami”?
2. Apakah tujuan berdirinya P2TPA “Rekso Dyah Utami”?
3. Apakah visi dan misi dari P2TPA “Rekso Dyah Utami”?
4. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusan P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
5. Apa saja bentuk KDRT yang pernah ditangani di P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
6. Apa saja penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan ?
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7. Bagaimana kondisi korban KDRT pada saat penanganan di P2TPA
“Rekso Dyah Utami”?
8. Sudah berapa lama korban mengalami KDRT hingga berani melapor ?
9. Apa saja faktor yang menyebabkan korban tidak langsung melaporkan nya
dan memilih tetap bertahan meski terus mengalami KDRT ?
10. Bagaimana alur penanganan perempuan korban KDRT di P2TPA “Rekso
Dyah Utami” ?
11. Bagaimana latar belakang kehidupan berkeluarga perempuan korban
KDRT ?
12. Apa saja bentuk program pelayanan yang di P2TPA “Rekso Dyah Utami”
?
13. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan melaui program
pelayanan yang di P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
14. Berapa lama korban mendapatkan pelayanan tersebut ?
15. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan melaui program
pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami”?
16. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui
program pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami”?
17. Bagaimana hasil pelaksanaan pemberdayaan melalui program pelayanan
bagi korban KDRT ?
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Lampiran 4
PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK KONSELOR P2TPA “REKSO DYAH UTAMI”
I. Identitas Diri
- Nama : ( L / P )
- Usia :
- Alamat Asal :
- Pendidikan Terakhir :
- Jabatan :
- Waktu Wawancara :
- Tempat Wawancara :
II. Daftar Pertanyaan
1. Apa saja bentuk KDRT yang pernah ditangani di P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
2. Apa saja penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan ?
3. Bagaimana kondisi korban KDRT pada saat penanganan di P2TPA
“Rekso Dyah Utami”?
4. Bagaimana alur penanganan perempuan korban KDRT di P2TPA “Rekso
Dyah Utami” ?
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5. Bagaimana alur penanganan perempuan korban KDRT di P2TPA “Rekso
Dyah Utami” ?
6. Bagaimana proses penanganan korban melalui pelayanan (rehabilitasi
sosial/kesehatan/bantuan hukum/pemulangan dan reintegrasi sosial) di
P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
7. Adakah kegiatan home visit yang dilakukan ?
8. Berapa lama korban mendapatkan pelayanan ?
9. Apa saja bentuk program pelayanan yang di P2TPA “Rekso Dyah Utami”
?
10. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan melaui program
pelayanan yang di P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
11. Bagaimana hasil yang dicapai setelah korban mendapat pelayanan
((perkawinan/medis/psikologi/hukum/sosial) di P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
12. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pelayanan
(perkawinan/medis/psikologi/hukum/sosial) di P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
13. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pelayanan
(perkawinan/medis/psikologi/hukum/sosial) di P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
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Lampiran 5
PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK KORBAN YANG PERNA DITANGANI
DI P2TPA “REKSO DYAH UTAMI”
I. Identitas Diri
- Nama :
- Usia :
- Alamat Asal :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Waktu Wawancara :
- Tempat Wawancara :
II. Daftar pertanyaan
1. Apa yang anda ketahui tentang P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
2. Dari mana anda mengetahui informasi mengenai P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
3. Apakah anda melaporkan sendiri permasalahan anda atau pihak lain yang
melaporkan kepada P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
4. Alasan apa yang membuat anda mau mengadukan permasalahan anda ke
P2TPA “Rekso Dyah Utami ?
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5. Jenis kekerasan apa yang anda alami ?
6. Apa penyebab KDRT yang menimpa anda ?
7. Sejak kapan anda mengalami kekerasan sampai pada akhirnya melaporkan
ke P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
8. Mengapa anda tidak langsung melaporkannya ketika pertama kali
mendapat tindakan kekerasan ?
9. Bagaimana proses penanganan awal yang diberikan oleh “Rekso Dyah
Utami” ?
10. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
11. Berapa lama anda mendapatkan pelayanan tersebut ?
12. Apa manfaat dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program
pelayanan yang diberikan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
13. Adakah perubahan setelah mendapat pelayanan dari P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
14. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan pemberdayaan yang
dilakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” melalui pelayanan yang
diberikan ?
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Lampiran 6
ANALISIS DATA
(Reduksi, Penyajian, dan Kesimpulan) Hasil Wawancara Pemberdayaan
Perempuan Korban KDRT melalui Program Pelayanan di P2TPA “Rekso
Dyah Utami”
Apa saja bentuk KDRT yang pernah ditangani di P2TPA “Rekso Dyah
Utami” ?
DM : Ada kekerasan psikis, juga ada kekerasan fisik, terus ada
kekerasan ekonomi kayak nggak dikasih nafkah gitu sama
suaminya mbak.
RS : Macam-macam ya mbak, ada kekerasan fisik, ada kekerasan
psikis, ada kekerasan ekonomi, ada kekerasan seksual.
AN : Ya ada kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak.
Lalu ada kekerasan psikis seperti mengancam, menghina dengan
kata-kata kasar. ada juga kekerasan seksual, seperti istri yang
dipaksa melakukan hubungan dan menyakiti ketika melakukan
hubungan. Serta ada kekerasan ekonomi dimana istri tidak
dinafkahi oleh suami atau dinafkahi tapi tidak bisa mencukupi
kebutuhan.
SU : Saya dulu mengalami kekerasan fisik mbak, ditampar, dijambak,
juga dipisuhi pakai kata-kata kasar sama diancam biar jangan
ngomong ke orang-orang.
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IR : Saya mengalami kekerasan fisik selama 10 tahunan mbak.
Ditampar, ditendang, diseret-seret. Habis itu diancam biar gak
ngomong ke orang-orang mbak. Suami saya itu temperamen.
RU : Selama bertahun-tahun saya tidak dinafkahi dengan nafkah yang
sesuai mbak, jadi mau nggak mau saya juga harus bekerja biar bisa
beli beras. Selain itu suami saya juga sering ngamuk-ngamuk pakai
kata-kata kasar mbak kalau pas makan menunya gak enak.
Kesimpulan : Bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,
kekerasan ekonomi atau penelantaran.
Apa penyebab terjadinya KDRT ?
DP : Kekerasan bisa terjadi karena kurangnya pemahaman agama
mbak. Kalau suami paham agama pasti tahu bagaimana
memperlakukan istri dengan baik. Ada juga karena budaya
patriarkhi dimana suami merasa lebih berkuasa dan berwenang
dibanding perempuan mbak.
TP : Karena ilmu agama yang kurang didukung ketidaktahuan kalau
melakukan kekerasan juga melanggar hukum. Adalagi karena
budaya patriarkhi dimana suami merasa lebih kuat dan berkuasa
jadi bisa seenaknya memperlakukan istrinya.
SU : Suami saya dulunya nggak pernah mukul mbak, tapi sejak dia
suka judi dan mabuk-mabukan dia berubah jadi suka mukul sama
ngomong kasar.
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IR : Karena sifat dasar suami saya mbak yang memang temperamen,
beliau memang tumbuh di kondisi keluarga yang juga keras,
ayahnya suka main tangan juga mbak sama istri dan ankanya.
Mungkin karena itu juga suami saya melakukan hal yang sama
sama saya. Selain itu mungkin karena saya juga nggak kerja ya jadi
semua kebutuhan kan bergantung sama suami, jadi suami merasa
berhak melakukan apapun kepada saya.
Kesimpulan : Penyebab kekerasan antara lain karena pemahaman yang keliru
terhadap ajaran agama, budaya patriarkhi, posisi istri yang lemah
secara ekonomi sehingga tergantung terhadap suami, dan faktor
pola asuh yang keras pada masa kecil pelaku kekerasan.
Bagaimana kondisi korban perempuan korban KDRT ?
DP : Istri sebagai korban KDRT mengalami ketakutan untuk
menceritakannya ke orang lain, ada juga yang malu kalau
masalahnya diketahui orang lain, ada juga kehawatiran jika
diceraikan, sehingga mereka sering memendam perlakuan
suaminya selama bertahun-tahun.
DM : Kebanyakan merasa takut mbak, takut untuk melawan dan
melapor ke orang lain, malah ada juga yang sampai trauma karena
saking lamanya mengalami kekerasan dan juga karena diancam
oleh suaminya mbak.
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RS : Kondisinya ada yang ketakutan, stress dan depresi, soalnya selain
mendapat kekerasan kadang juga dia diancam sama suaminya biar
nggak lapor ke siapa-siapa gitu mbak.
AN : Kondisinya tergantung jenis kekerasan yang dialami mbak. Ada
yang mengalami luka-luka seperti memar-memar, lebam, berdarah
karena kekerasan fisik. Ada yang trauma juga mbak karena
kekerasan psikis,ketakutan bahkan bisa sampai trauma, itu karena
dia mengalami beberapa jenis kekerasan dalam waktu yang lama
mbak.
RI : Biasanya mengalami ketakutan mbak, soalnya juga selain
melakukan kekerasan suami juga melakukan ancaman kepada istri
agar jangan melapor ke siapa-siapa, jadinya kan istri juga takut
kalau-kalau dengan melapor ke orang lain dia malah mendapat
kekerasan yang lebih lagi. Ada juga yang merasa malu jika
diketahui oleh masyarakat, sebab dia masih menganggap KDRT itu
aib keluarga yang tidak boleh orang lain tahu.
Kesimpulan : Kondisi rata-rata perempuan yang mengalami KDRT yaitu
mengalami ketakutan, karena selain kekerasan juga tidak jarang
diikuti oleh ancaman yang dilakukan suami sebagai pelaku. Rasa
trauma, karena sudah mengalami kekerasan dalam jangka waktu
yang cukup lama tanpa adanya penyelesaian. Rasa malu , karena
masyarakat sekitar mengetahui kejadian KDRT tersebut dimana
KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi
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rapat-rapat. Korban menderita luka-luka fisik yang disebabkan
kekerasan fisik yang dapat berupa pukulan, tendangan, atau
tamparan.
Bagaimana alur penanganan korban KDRT di P2TPA “Rekso Dyah Utami”
?
DP : Jadi begini mbak, untuk alur penanganannya bisa dimulai dari
korban yang melapor ke sini atau bisa juga dari masyarakat yang
melapor atau dari anggota forum. Kemudian kita tampung korban
untuk nantinya dilakukan identifikasi kebutuhan, jadi berdasarkan
identifikasi tersebut kita bisa memberikan pelayanan yang
selanjutnya yang harus diberikan kepada korban.
TP : Bisa dari korban sendiri yang melapor ke RDU atau bisa juga
korban melapor ke forum atau dari masyarakat yang mengetahui
lalu berinisiatif melaporkan kesini juga bisa mbak, lalu dilakukan
identifikasi kebutuhan korban agar dapat mendapat pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhannya, misal korban mengalami trauma nah
ini bisa langsung ditangani oleh psikolog, jika korban mengalami
luka fisik langsung kita rujuk ke RS terdekat mbak, karena kami
juga memilikin jaringan kerja dengan RS di Jogja. Lalu jika korban
menginginkan pelakunya dihukum nanti bisa dengan konselor
hukum. Jadi intinya nanti dilakukan indentifikasi kebutuhan
sehingga kita bisa langsung menyerahkan kasusnya ke bidang
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pelayanan yang memang dibutuhkan. Ada juga korban yang
membutuhkan perlindungan karena takut jika nanti mendapatkan
kekerasan lagi, disini jg disediakan shelter atau rumah aman yang
dapat ditinggali korban selama proses penanganan kasusnya mbak.
AN : Alur penanganannya bisa dimulai dari pihak korban yang melapor
kesini langsung, bisa juga korban melapor ke salah satu anggota
forum atau mirta masyarakat. Kemudian korban diterima bagian
pelayanan pengaduan untuk dimintai keterangan terkait kasusnya.
Lalu pihak RDU melakukan identifikasi kebutuhan sesuai dengan
masalah yang ada. Setelah itu baru nanti diteruskan ke bidang
pelayanan lainnya untuk tahap penyelesaian masalahnya mbak.
Kesimpulan : Alur penanganan dimulai dari pihak korban yang melapor sendiri
atau dilaporkan oleh pihak masyarakat, kemudian dilakukan
identifikasi kebutuhan, kemudian diserahkan kepada pengelola
untuk diteruskan ke bidang pelayanan yang dibutuhkan. Konselor
pelayanan melakukan pendampingan dan konseling sampai
menemukan titik temu dari masalah yang ada. Selama proses
pendampingan,korban juga bisa tinggal di shelter (rumah aman)
yang disediakan oleh RDU.
Apa saja bentuk pelayanan korban KDRT di P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
DP : Bentuknya ya ada beberapa ya mbak, mulai dari pelayanan
pengaduan, pelayanan rehabilitasi sosial, lalu ada pelayanan
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kesehatan, ada juga pelayanan bantuan hukum, sampai pada
pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Nah untuk pelayanan
rehabilitasi sosial itu terdiri dari konselor kerohanian, konselor
psikologi, dan konselor sosial, dimana ketiganya saling berkaitan
dengan tujuan untuk pemulihan psikis korban.
TP : Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010. Ada 5 bentuk pelayanan
yaitu yang pertama ada pelayanan pengaduan, pelayanan
kesehatan, pelayanan bantuan hukum, lalu ada pelayanan
rehabilitasi sosial, terakhir ada pelayanan pemulangan dan
reintergrasi sosial.
AN : Ada 5 bentuk pelayanan mbak, yaitu pelayanan pengaduan, lalu
ada pelayanan medis, pelayanan bantuan hukum, pelayanan
rehabilitasi sosial yang meliputi kerohanian, sosial dan psikologi.
Yang terakhir ada pelayanan pemulangan dan reintergrasi sosial.
Kesimpulan : Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010, bentuk pelayanan korban
KDRT ada 5, yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan medis,
pelayanan bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi sosial yang
terdiri dari layanan psikologi dan kerohanian, terakhir ada
pelayanan pemulangan dan reintergrasi sosial.
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Bagaimana proses penanganan korban melalui pelayanan di P2TPA “Rekso
Dyah Utami” ?
DP : Saya sebagai konselor perkawinan proses penanganannya yaitu
melakukan pendekatan dulu dengan korban agar korban mau
menceritakan masalahnya dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-
tutupi, lalu bersama-sama dengan konselor psikologi dan sosial
akan bersama-sama membantu memecahkan masalahnya, selain itu
juga ada bimbingan untuk menguatkan spiritulanya mbak.
DM : Kalau penanganan di pelayanan rehabilitasi sosial biasanya
dengan pendampingan dan konseling mbak, tujuannya agar
mengembalikan lagi rasa percaya diri dan keberanian korban juga
untuk pemulihan dari rasa trauma melalui terapi psikososial. Selain
itu saya sebagai konselor sosial juga melakukan koordinasi dengan
keluarga untuk proses pemulangan korban dan melakukan
pemantauan secara berkala.
RI : Proses penanganan melalui pelayanan bantuan hukum yaitu
melakukan konsultasi dengan korban dan memberikan penjelasan
tentang posisi kasus yang terjadi berdasarkan peraturan undang-
undang, jika korban mengharapkan kasusnya dibawa ke ranah
hukum nanti akan dilakukan pendampingan ditingkat pemeriksaan
dan penuntutan dalam sidang pengadilan.
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Kesimpulan : Proses penanganan korban melalui pelayanan secara umum adalah
dengan melakukan pendekatan, konsultasi, bimbingan, dan
konseling, serta melakukan pendampingan, juga melakukan
pemantauan secara berkala.
Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program
pelayanan ?
TP : Untuk pelaksanaannya ada beberapa tahap ya mbak, mulai dari
penyadaran kepada korban bahwa tindakan kekerasan yang dia
alami selama ini dan ketidakberanian untuk segera melapor itu
adalah tindakan yang tidak tepat. Lalu ada tahap menganalisis
masalah yang ada, seperti awal mula yang menyebabkan terjadinya
KDRT. Kemudian dari analisis masalah yang sudah didapat nanti
kita bisa membantu memecahkan masalahnya yang nantinya akan
ditangani oleh beberapa bidang pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan. Nah nanti di masing-masing bidang itu akan dilakukan
pendampingan dan konseling untuk mencari penyelesaian masalah.
Yang terakhir ada penguatan dari segi psikis atau juga dari segi
ekonomis jika memang korban membutuhkan.
AN : Pelaksanaannya kita harus mengembalikan hak-hak korban
sebagaimana mestinya, seperti mendapat perlindungan dan
memperoleh kemanan. Proses pendampingan untuk pemecahan dan
penyelesaian masalah. Kalau misal ditemukan permasalahan yang
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dianggap darurat dan memerlukan penanganan khusus nanti pihak
RDU bisa menghubungi instansi lain yang tergabung dalam forum,
misal rumah sakit dan kepolisian mbak. Lalu ada proses konseling
untuk penguatan psikis korban yang tadinya merasa trauma, cemas,
takut, dan pasrah agar bisa lebih kuat, berani, dan percaya diri.
Selain proses di atas ada juga proses pasca pendampingan, yaitu
korban kita berikan pelatihan sesuai dengan ketrampilanya misal
menjahit, memasak, merias, yang nanti proses pasca pendampingan
itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Tujuannya agar
korban memiliki kemandirian dari segi ekonomi.
Kesimpulan : Pelaksanaan pemberdayaan melalui program pelayanan di P2TPA
“Rekso Dyah Utami” dilakukan secara bertahap. Pertama adalah
penyadaran melaui pemahaman bahwa tindakan kekerasan yang
dialami adalah sebuah tindakan kejahatan dimana jika korban tidak
berani melaporkan kepada pihak lain hanya akan merugikan
dirinya sendiri. Analisis permasalahan berdasarkan keterangan
korban. Menentukan permasalahan yang penting yang memerlukan
penanganan terlebih dahulu. Proses penyelesaian masalah, dengan
kegiatan pendampingan dan konseling secara bertahap.
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Bagaimana kondisi perempuan korban KDRT setelah mendapatkan
pelayanan ?
SU : Dari proses pendampingan yang dilakukan pihak RDU
Alhamdulillah sekarang saya sudah nggak lagi mengalami
kekerasan dari suami saya, karena waktu pendampingan hukum
suami saya bersedia membuat janji di atas materai kalau nggak
akan melakukan kekerasan lagi mbak. Selain itu juga saya dapat
pelatihan memasak aneka jajanan pasar.
IR : Ya sekarang saya sudah nggak kena kekerasan lagi semenjak
cerai. Sudah memeliki keberanian membela diri kalau suatu saat
nanti ada yang melakukan kekerasan lagi. Sempat juga saya dapat
pelatihan merajut, sekarang saya bisa mengisi waktu luang saya
sambil membuat tas rajut.
RU : Sekarang ya Alhamdulillah sudah lebih baik mbak. Walaupun
waktu proses disana itu sempat ada kesulitan karena suami saya
menolak untuk datang kesana. Tapi karena kesabaran mbak-mbak
yang disana, akhirnya suami saya bisa ditemui di rumah. Ya disitu
saya dan suami didamaikan mbak, dia diberi pengetian agar jangan
melakukan tindakan semena-mena lagi, Ya walaupun sekarang
suami saya masih belum berubah total tapi Alhamdulillah sudah
mendingan. Apalagi sekarang saya juga mendapat bantuan mesin
jahit dari pelatihan yang pernah diadakan disana jadi ya bisa
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menambah penghasilan juga mbak kalau-kalau suami saya nggak
ngasih uang belanja.
Kesimpulan : Kondisi perempuan korban KDRT setelah mendapat pelayanan rata-
rata sudah lebih baik dari sebelumnya, dimana luka fisik, rasa
takut, dan trauma sudah berangsur sembuh. Selain dari sisi fisik
dan psikisnya, mereka juga diberikan bekal ketrampilan dan ada
juga yang diberi modal usaha.
Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan melaui proram
pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
DM : Adanya kerjasama yang baik antar bidang pelayanan mbak. Jadi
masing-masing bidang kan saling terkait untuk menyelesaikan
kasus korban. Nah Alhamdulillahnya antar konselor disini saling
membantu. Selain itu juga dengan pihak-pihak luar seperti
kepolisian, rumah sakit, dan lembaga lain yang menangani
kekersan juga saling bekerja sama. Jadi dengan adanya kerjasama
itu yang akan memudahkan dalam penanganan kasus korban mbak.
TP : Ada forum yang bisa membantu untuk mengatasi masalah korban,
kemudian kerjasama yang baik antara masing-masing bidang,
adanya komitmen dari pengelola dan konselor untuk membantu
menyelesaikan kasus korban dengan sebaik mungkin. lalu dari
pembiayaan yang sudah ditanggung oleh anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan sumber dana lain mbak, jadi misal korban yang
109
butuh pendampingan medis ataupun konsultasi itu tidak lagi
dipungut biaya.
AN : Faktor pendukungnya antara lain faktor anggaran, dalam proses
kegiatan pelayanan RDU didanai oleh APBD dan sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat. Lalu jika korban membutuhkan
rujukan ke rumah sakit atau kasusnya perlu dibawa ke pengadilan
pasti membutuhkan biaya ya mbak ya, nah untuk korban yang
kurang mampu akan mendapat bantuan dari BAPEL JAMKESOS.
RI : Yang pasti adanya kerjasama mbak. Kita kan sistemnya
berjejaring, jadi saling berhubungan dengan berbagai pihak yang
terkait dengan penanganan kekerasan.
Kesimpulan : Faktor pendukungnya yaitu adanya kerjasama yang baik dari
pihak intern maupun ekstern, anggaran dana yang mencukupi
karena sudah didanai oleh APBD dan sumber dana lain yang sah
dan tidak mengikat.
Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan melaui proram
pelayanan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” ?
DP : Faktor penghambatnya ya ada klien yang bohong mbak, subyek
yang dituding atau pelaku atau suami tidak kooperatif, lalu
keterbatasan konselor yang ada juga jadi faktor penghambat mbak,
karena kan kasus yang ditangani itu cukup banyak tapi konselor
yang ada disini hanya terbatas karena konselor disini juga sifatnya
110
sebagai relawan saja, terus juga keterbatasan waktu yang dimiliki
para konselor mbak, soalnya kan karena kita itu hanya sebagai
relawan saja, jadi kebanyakan dari kita ya waktunya dipakai untuk
melakukan pekerjaan lain, misal saya sebagai da’i dan pengelola
pondok pesantren, lalu ada yang bekerja sebagai dokter, psikologi,
dan macam-macam mbak.
TP : Kalau untuk hambatannya paling itu dari klien sendiri, misal
sudah kita bantu ini dan itu tapi terkadang tidak mau manut aturan
disini. Misalnya dia itu sudah kita beri kesempatan untuk bertemu
dengan konselor untuk konsultasi tapi kadang tidak didengarkan.
Ada juga unsur berbohong, karena ingin membela diri dan merasa
benar lalu sudah melaporkan ini dan itu, setelah diidentifikasi dan
di korscek dengan pelaku ternyata tidak sama dengan apa yang
diceritakan. Makanya untuk menghindari kebohongan selalu kita
undang pelaku untuk mengkonformasi laporan dari korban.
RI : Banyak klien yang berbohong mbak. Kadang mereka memberikan
keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau bisa juga
memberikan keterangan yang berbelit-belit. Faktor keterbatasan
sarana juga bisa menjadi penghambat mbak. Ruang konsultasi
yang hanya ada 2 jadi kadang kalau ada klien yang ingin
berkonsultasi harus bergantian. Selain itu juga sedikitnya ruangan
di rumah aman. Keterbatasan waktu juga jadi faktor penghambat.
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Soalnya kan kita ini hanya relawan sifatnya, jadi ya datang ke
kantor kalau ada jadwal konsultasi saja.
Kesimpulan : Faktor penghambatnya yaitu klien yang susah diajak bekerjasama
karena sering ditemukan klien yang memberikan keterangan dan
informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, keterbatasan
konselor yang akan berdampak pada kurang maksimalnya proses
pelayanan terhadap klien, keterbatasan waktu yang akan
berdampak pada lamanya proses pelayanan untuk menyelesaikan
masalah.
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Lampiran 7
Catatan Lapangan I
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2014
Waktu : 13.00 – 14.00 WIB
Tempat : Kantor P2TPA “rekso Dyah Utami”
Kegiatan : Observasi Awal
Deskripsi Kegiatan
Pada hari ini peneliti datang ke kantor P2TPA “Rekso Dyah Utami” dalam
rangka meminta izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Kedatangan
peneliti disambut oleh ibu TA selaku ketua bidang pelayanan pengaduan. Setelah
memperkenalkan diri, peneliti menyampaikan maksud untuk memohon izin agar
dapat melakukan penelitian terkait dengan program pelayanan yang diberikan
kepada perempuan korban KDRT. Setelah mengetahui fokus penelitian yang akan
dilakukan, ibu TA sedikit memberikan informasi mengenai kasus KDRT dan
pelayanan yang ada di P2TPA “Rekso Dyah Utami”.
Setelah selesai berbincang-bincang, peneliti meminta nomor telepon yang
dapat dihubungi untuk dapat melakukan observasi selanjutnya. Setelah dirasa
cukuo, peneliti memohon pamit dan mengucapkan terimakasih kepada ibu TA
atas izin yang telah diberikan kepada peneliti.
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Catatan Lapangan II
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2014
Waktu : 10.00 – 11.30 WIB
Tempat : Kantor P2TPA “rekso Dyah Utami”
Kegiatan : Observasi dan Dokumentasi
Deskripsi Kegiatan
Pada hari ini peneliti datang ke kantor P2TPA “Rekso Dyah Utami” dalam
rangka memperoleh data dan informasi yang masih kurang pada observasi
sebelumnya. Peneliti disambut oleh ibu TP selaku ketua pelaksana bidang di
P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Setelah memperkenalkan diri dan menyampaikan
maksud, ibu TP bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
Selanjutnya peneliti berbincang-bincang terkait dengan permasalahan mengenai
kasus KDRT yang ditangani di P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Setelah berbincang-
bincang cukup banyak, peneliti meminta izin untuk melihat arsip data kasus
KDRT yang pernah ditangani. ibu TP memperlihatkan dokumen yang ada dan
juga memberikan brosur yang berisikan informasi singkat mengenai P2TPA
“Rekso Dyah Utami”. Setelah dirasa cukup memperoleh data dan informasi,
peneliti meminta izin untuk pamit.
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Catatan Lapangan III
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015
Waktu : 9.30 – 11..00 WIB
Tempat : Kantor P2TPA “rekso Dyah Utami”
Kegiatan : Penyerahan Surat Izin Penelitian
Deskripsi Kegiatan
Pada hari ini peneliti datang ke kantor P2TPA “Rekso Dyah Utami” untuk
menyerahkan surat izin penelitian resmi setelah sebelumnya harus meminta izin
terlebih dahulu ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM)
sebagai lembaga yang menaungi P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Kedatangan
peneliti disambut dengan ramah oleh ibu TA. Setelah membaca isi surat izin yang
diberikan peneliti, selanjutnya ibu TA mempersilahkan peneliti untuk melakukan
penelitian sampai memperoleh data yang dibutuhkan. Ibu TA juga bersedia
membantu peneliti jika mengalami kesulitan pada saat melakukan penelitian.
Selanjutnya peneliti memaparkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan,
mulai dari kegiatan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti juga
meminta nomor telepon pegawai dan pengurus yang akan diwawancarai untuk
mempermudah proses komunikasi dalam menentukan waktu wawancara.
Kemudian peneliti mengucapkan terimakasih dan memohon pamit.
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Catatan Lapangan IV
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Maret 2015
Waktu : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Kantor P2TPA “rekso Dyah Utami”
Kegiatan : Pengumpulan data melalui wawancara
Deskripsi Kegiatan
Pada hari ini peneliti datang untuk melakukan kegiatan wawancara dengan
bapak DP selaku konselor perkawinan/agama setelah sehari sebelumnya peneliti
menghubungi beliau untuk konfirmasi tempat dan waktu wawancara. Kedatangan
peneliti disambut oleh ibu TA dan dipersilahkan untuk menunggu beberapa menit
karena bapak DP masih melakukan konseling dengan klien/korban. Setelah
menunggu sekitar 15 menit, bapak DP menemui peneliti untuk melakukan proses
wawancara. Peneliti pun mulai melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang
telah disusun sebelumnya. Sekitar 1 jam kegiatan wawancara tersebut
berlangsung, peneliti memperoleh banyak informasi terkait dengan kondisi korban
pada saat awal penanganan dan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan konseling
perkawinan, dimana proses konseling tersebut konselor banyak memberikan
pemahaman kepada korban tentang hakekat pernikahan yang sesuai dengan agama
agar tidak terjadi lagi tindakan KDRT pada saat muncul konflik
Setelah dirasa cukup memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan,
peneliti pun mohon pamit dan mengucapkan terimaksih.
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Catatan Lapangan V
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Maret 2015
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Kantor P2TPA “rekso Dyah Utami”
Kegiatan : Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara
Deskripsi Kegiatan
Pada hari ini peneliti datang ke kantor P2TPA “ Rekso Dyah Utami”
setelah sebelumnya sudah menghubungi ibu TP selaku ketua pelaksana bidang
untuk janjian bertemu. Kebetulan pada hari itu ibu TP sedang tidak terlalu sibuk
sehingga peneliti dapat langsung datang ke kantor untuk menemui beliau.
Kedatangan peneliti disambut dengan ramah oleh ibu TP. Setelah berbincang-
bincang sebentar di ruang tamu, ibu TP mengajak peneliti ke ruang rapat agar bisa
lebih kondusif dalam melakukkan kegiatan wawancara yang lebih mendalam.
Dengan pedoman wawancara yang telah disususn sebelumnya, peneliti melakukan
kegiatan wawancara dengan ibu TP. Setelah hampir 1 jam berlalu, peneliti pun
mengakhiri kegiatan wawancaranya. Dari kegiatan wawancara yang dilakukan,
peneliti menemukan berbagai informasi yang diperlukan terkait dengan program
pelayanan yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” dimana program
pelayanan terswbut adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan
rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan
reintegrasi sosial.
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Setelah dirasa cukup dalam melakukan kegiatan wawancara, peneliti
memberesi barang-barang yang digunakan untuk kegiatan wawancara dan
berpamitan serta mengucapkan terimakasih kepada ibu TP.
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Catatan Lapangan VI
Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2015
Waktu : 11.00 – 14.00 WIB
Tempat : Kantor P2TPA “rekso Dyah Utami”
Kegiatan : Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara
Deskripsi Kegiatan
Pada hari ini peneliti datang ke kantor P2TPA “Rekso Dyah Utami” untuk
bertemu dengan mbak DM selaku konselor rehabilitasi sosial dan mbak RS selaku
konselor psikologi, setelah beberapa hari sebelumnya sudah menghubungi mbak
DM untuk bertemu tapi belum bisa dikarenakan sibuk. Kedatangan peneliti
disambut oleh ibu TA. Setelah menyampaikan maksud kedatangan, ibu TA
mempersilahkan peneliti menunggu mbak DM yang masih dalam perjalanan
menuju kantor. Setelah menunggu sekitar 20 menit, mbak DM datang menemui
peneliti kemudian mengajak ke ruang konsultasi untuk melakukan kegiatan
wawancara. Berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya,
peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan mba DM. Peneliti lebih
memfokuskan pada pertanyaan mengenai proses pelayanan rehabilitasi sosial
yang dilakukan. Sekitar 40 menit, peneliti pun mengakhiri kegiatan wawancara
dengan mba DM.
Selain bertemu dengan mbak DM, peneliti juga akan bertemu dengan
mbak RS untuk melakukan wawancara sekitar pukul 13.00, sembari menunggu
kedatangan mbak RS, peneliti pun meminta izin untuk melaksanakan shalat
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Dzuhur di kantor P2TPA “Rekso Dyah Utami” dan setelah itu menunggu
kedatangan mbak RS di ruang tamu kantor.
Pukul 12.45 mbak RS sudah tiba dikantor dan langsung menemui peneliti
kemudian mengajak peneliti ke ruang kerja mbak RS untuk melakukan kegiatan
wawancara. Dalam proses wawancara, mbak RS menjawab setiap pertanyaan
peneliti dengan baik. Beliau juga menceritakan bagaimana menghadapi klien
dengan berbagai latar belakang masalah dan kondisi psikis korban yang ditangani.
Dimana ada klien yang masih ada rasa takut untuk menceritakan kasusnya, ada
yang malu, marah dan sebagainya. Setelah sekitar 40 menit, peneliti mengakhiri
kegiatan wawancaranya dan memohon pamit serta mengucapkan teruimakasih.
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Catatan Lapangan VII
Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2015
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB
Tempat : Kantor P2TPA “rekso Dyah Utami”
Kegiatan : Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara
Deskripsi kegiatan
Pada hari ini peneliti datang ke kantor untuk menemui ibu AN selaku
skretaris P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Beberapa hari sebelumnya peneliti
meminta bantuan kepada ibu TA untuk dibuatkan janji bertemu ibu AN di kantor.
Dan pagi tadi ibu TA mengkonfirmasikan bahwa ibu AN bisa di temui pada siang
hari. Kedatangan peneliti disambut oleh ibu TA kemudian mempersilahkan duduk
untuk menunggu ibu AN yang masih ada urusan pekerjaan. Setelah menunggu
sekitar 40 menit, ibu AN datang menemui peneliti kemudian diajak ke ruang rapat
untuk melakukan kegiatan wawancara. Meskipun terlihat sedang sibuk, tapi ibu
AN tetap bisa menjawab pertanyaan dengan baik walaupun sedikit singkat. Dalam
wawancara tersebut ibu AN menjelaskan program pelayanan yang dilakukan oleh
P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Setelah sekitar 40 menit, peneliti mengakhiri
kegiatan wawancara yang dilanjutkan dengan memohon pamit dan mengucapkan
terimakasih kepada ibu AN dan ibu TA.
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Catatan Lapangan VIII
Hari/Tanggal : Jum’at, 17 April 2015
Waktu : 13.00 – 14.00 WIB
Tempat : Kantor P2TPA “rekso Dyah Utami”
Kegiatan : Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara
Deskripsi Kegiatan :
Hari ini peneliti datang ke kantor P2TPA “Rekso Dyah Utami” untuk
menemui ibu RI selaku konselor hukum setelah sebelumnya peneliti
menghubungi beliau untuk janjian bertemu di kantor. Kedatangan peneliti
disambut oleh ibu TA dan langsung mengantar peneliti menemui ibu RI di ruang
rapat. Peneliti menyapa dan bersalaman dengan ibu RI. Dengan pedoman
wawancara yang telah disusun sebelumnya, peneliti melakukan proses wawancara
dengan ibu RI. Melalui proses wawancara tersebut, peneliti mendapatkan
informasi mengenai proses pendampingan hukum terhadap korban, dimana
konselor hukum akan menjadi pendamping jika korban memnginginkan kasusnya
dibawa ke meja pengadilan. Namun dari pihak RDU sendiri tidak memfasilitasi
pengacara bagi korban.
Setelah sekitar 40 menit, peneliti mengakhiri proses wawancara dan
dilanjutkan dengan obrolan ringan. Setelah dirasa cukup, peneliti pun
mengucapkan terimakasih dan memohon pamit kepada ibu RI.
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Catatan Lapangan IX
Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2015
Waktu : 13.30 – 16.30 WIB
Tempat : Rumah ibu SU
Kegiatan : Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara
Deskripsi kegiatan
Pada hari ini peneliti akan menemui ibu SU selaku klien di P2TPA “Rekso
Dyah Utami” setelah sebelumnya peneliti meminta bantuan kepada ibu TP untuk
mencarikan data beberapa klien yang pernah ditangani di Rekso Dyah Utami.
Setelah mendapat nomor telepon ibu SU, peneliti pun menghubungi dan
menyampaikan maksud. Setelah mendapat persetujuan, peneliti membuat janji
dengan ibu SU untuk bertemu.
Pada hari ini peneliti datang ke rumah ibu SU di daerah Wijilan. Meskipun
sempat kebingungan mencari alamat rumah ibu SU, akhirnya peneliti dapat
menemukan alamat rumah ibu SU setelah bertanya kepada beberapa orang di
jalan. Kedatangan peneliti disambut ramah oleh ibu SU, meskipun saat itu ibu SU
sedang membuat adonan galundeng (bolang-baling) untuk dijual malam harinya.
Setelah berkenalan dan berbincang-bincang, peneliti pun memulai kegiatan tanya
jawab dengan ibu SU. Kegiatan tanya jawab berlangsung cukup lama, karena ibu
SU banyak bercerita semasa beliau mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh suaminya. Terkadang mata beliau berkaca-kaca mengenang kisah yang
menyakitkan. Dari kegiatan tanya jawab tersebut diperoleh informasi bahwa ibu
SU mengalami tindakan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi.
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Dimana pada saat itu ibu SU hanya bekerja sebagai buruh di toko teman dengan
upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami
beliau pengangguran, suka main judi, dan peminum, serta memiliki banyak
hutang karena kalah judi. Dari situlah sering muncul permasalahan yang berujung
pada tindakan KDRT. Namun demi kedua putranya, ibu SU tetap mencoba
bertahan. Setelah dirasa cukup memperoleh informasi dan berbincang-bincang
dengan ibu SU, peneliti pun mengucapkan terimakasih dan memohon pamit.
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Catatan Lapangan X
Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2015
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Rumah ibu IR
Kegiatan : Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara
Deskripsi Kegiatan :
Pada hari ini peneliti datang ke rumah ibu IR yang berada di daerah
Brebah setelah beberapa hari sebelumnya sudah menghubungi beliau untuk
bertemu. Ibu IR adalah salah satu klien yang pernah ditangani oleh P2TPA
“Rekso Dyah Utami”. Kedatangan peneliti disambut dengan ramah oleh ibu IR.
Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan
peneliti, ibu IR pun menyetujui untuk berbagi sedikit informasi mengenai
kejadian kekerasan yang menimpa beliau. Peneliti pun mulai menanyakan
beberapa hal kepada ibu IR dengan gaya percakapan yang santai supaya ibu IR
dapat bercerita mengenai pengalaman berharga beliau dengan leluasa. Dari cerita
ibu IR, peneliti menemukan beberapa informasi bahwa dahulu ibu IR adalah
seorang ibu rumah tangga dengan suami yang bekerja sebagai TNI-AU, dimana
sejak awal pernikahan ibu IR selalu mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya
baik itu secara fisik maupun psikis. Ibu IR menuturkan bahwa suaminya memang
memiliki sikap temperamen yang tinggi. Selama mendapat tindakan kekerasan,
ibu IR selalu menutupi dari tetangga sekitar, karena merasa malu dan takut. Tapi
karena tidak kuat memendam terus menerus, pada akhirnya ibu IR berteriak
meminta tolong ketika sang suami memukul beliau. Dari situlah akhirnya
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diketahui bahwa selama ini suami ibu IR kerap melakukan tindakan kekerasan.
Setelah dirasa cukup memperoleh informasi dari cerita-cerita yang diuraikan ibu
IR, peneliti pun mengucapkan terimakasih dan memohon pamit.
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Catatan Lapangan XI
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Mei 2015
Waktu : 10.30 – 12.30 WIB
Tempat : Rumah ibu RU
Kegiatan : Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara
Deskripsi Kegiatan :
Pada hari ini peneliti datang ke rumah ibu RU yang berada di daerah
Panembahan setelah beberapa hari sebelumnya sudah menghubungi beliau untuk
bisa bertemu. Kedatangan peneliti pun disambut dengan ramah, setelah
dipersilahkan masuk dan duduk, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan
kedatangannya di rumah ibu RU. Setelah ibu RU menyampaikan kesediaanya
untuk berbagi informasi dengan peneliti, peneliti pun memulai kegiatan tanya
jawab dengan ibu RU. Dari hasil tanya jawab diperoleh beberapa informasi yaitu
bahwa ibu RU adalah seorang buruh jahit dengan upah yang minim sedangkan
suaminya adalah tukang parkir. Mereka menikah beda agama, suami Nasrani dan
istri Islam, sejak usia pernikahan 5 tahunan atau sekitar 10 tahun yang lalu suami
kerap melakukan tindakan semena-mena dengan memberikan uang belanja minim
tapi harus dapat makanan yang enak, sehingga terkadang ibu RU kerap
menggunakan uang hasil menjahitnya walaupun sering tidak mencukupi. Suami
pun sering marah jika keinginannya tidak terpenuhi. Semakin lama ibu RU merasa
tidak tahan lagi dengan perlakuan semena-mena dan tekanan dari suami, dan
akhirnya ibu RU memberanikan diri untuk menceritakan masalahnya kepada mitra
127
keluarga di dekat tempat tinggalnya dan kemudian diteruskan ke P2TPA “Rekso
Dyah Utami” untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
Setelah dirasa cukup mendapat informasi yang dibutuhkan, peneliti pun
mengucapkan terimakasih atas kesediaan waktu dan tempat yang diberikan ibu
RU dan kemudian memohon pamit.
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Lampiran 8
DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN


